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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan 

Agama Sragen berdasarkan Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr yang meliputi 

permasalahan hukum dan implikasi hukum terhadap para pihak. Penelitian hukum 

yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

penyelesaian perkara a quo terdapat cacat prosedural dan cacat administratif yang 

dalam pelaksanaanya diluar ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini 

tidak langsung membuat putusan tidak batal demi hukum, namun dapat berdampak 

pada melemahnya kekuatan putusan, tertundanya kespastian hukum para pihak, 

hingga hilangnya perlindungan hukum para pihak. Cacat prosedural dapat 

memperbesar kemungkinan diajukannya upaya hukum sehingga dapat mengurangi 

efektivitas gugatan sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perkara a quo belum optimal. 

Perlu adanya pengawasan teknis oleh internal, peningkatan kompetensi seluruh 

aparat pengadilan dan sosialisasi untuk pihak internal peradilan maupun eksternal 

peradilan. 

 

Kata-kata Kunci: Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the mechanism for resolving sharia economic disputes 

through the small claim court procedure at Pengadilan Agama Sragen based on 

Case Number 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, including the legal issues and implications 

for the parties involved. This research employs a normative juridical method with 

statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the resolution 

of the a quo case contained procedural and administrative defects that were 

inconsistent with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 in 

conjunction with PERMA Number 4 of 2019 concerning Procedures for Small 

Claim Court Settlement. Although these defects do not automatically render the 

judgment null and void, they may weaken the authority of the decision, delay legal 

certainty, and reduce legal protection for the parties. Procedural defects may also 

increase the possibility of legal remedies, thereby reducing the effectiveness of the 

small claim court mechanism. This study concludes that the resolution of sharia 

economic disputes in the a quo case has not been optimal. Therefore, stronger 

internal supervision, improved competence of court officials, and broader 

socialization for both judicial institutions and the public are necessary. 

 

Keywords: Small claims court, Islamic economics, Legal certaint
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyelesaian sengketa terkait pelestarian ekonomi Islam merupakan 

alat penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip-prinsip Islam, perlindungan hak, dan kepastian hukum di Indonesia. 

Kemungkinan pelanggaran hukum antar pihak semakin meningkat seiring 

dengan perkembangan pesat lembaga keuangan Islam, termasuk Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Islam (KSPPS) dan Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT). Mayoritas sengketa ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap 

kontrak yang telah disepakati sebelumnya, keterlambatan pembayaran, atau 

wanprestasi. Situasi ini tidak hanya harus diselesaikan secara adil, tetapi juga 

harus mudah, cepat, dan efisien.1 Hal ini selaras dengan semangat pemerintah 

dalam berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.2 

Tanpa sistem penyelesaian yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem ekonomi syariah dapat mengalami penurunan secara signifikan.  

 
1
 Yoghi A_rie_f Susa_nto, “Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Pa_da_ Pe_nye_le_sa_ia_n Se_nge_ke_ta_ E_konomi Sya_ria_h 

di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Dihubungka_n de_nga_n Prinsip E_konomi Sya_ria_h,” A_l-A_hwa_l A_l-Sya_khsiyya_h: 

Jurna_l Hukum Ke_lua_rga_ da_n Pe_ra_dila_n Isla_m, Vol. 3, No. 1, Ma_re_t 2022, hlm. 81, dia_kse_s pa_da_ 

ta_ngga_l 05/09/2025, pukul 04:23 WIB. 
2 Re_nca_na_ Pe_mba_nguna_n Ja_ngka_ Me_ne_nga_h Na_siona_l 2025–2029, 

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-

library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/%7BDigital%7

D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf, diakses pada tanggal 05/09/2025, 

pukul 10:06 WIB. 
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Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang 

mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 

Agama, Pengadilan Agama telah berperan penting dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi Islam. Lembaga ini bertanggung jawab atas pemeriksaan, 

pengadilan, dan penetapan perkara yang berkaitan dengan berbagai kontrak 

ekonomi Islam, termasuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan 

kontrak lainnya. Tujuan dari peningkatan kewenangan ini adalah untuk 

menjamin kepastian hukum bagi umat Islam yang terlibat dalam transaksi 

ekonomi Islam.3 Namun, dalam kenyataannya hingga sekarang masih banyak 

masyarakat yang belum memahami dengan baik kewenangan Peradilan 

Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini tidak terlepas 

dari sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang belum berjalan 

secara maksimal. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih mengajukan 

perkara ekonomi syariah ke Peradilan Umum juga turut menyebabkan 

tingginya potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama.4 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 

mengembalikan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga menetapkan landasan 

hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk mengadili kasus-kasus yang 

 
3
 Muha_mma_d A_gus Pra_se_tyo, “Re_posisi Pe_la_ksa_na_a_n Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ Pe_rda_ta_ De_nga_n 

Guga_ta_n Se_de_rha_na_ (Sma_ll Cla_im Court),” Jurna_l Usm La_w Re_vie_w, Vol. 4, No. 2,  Nove_mbe_r 2021, 

hlm.  905, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 05/09/2025, pukul 04:23 WIB. 
4 A_bdurra_hma_n dkk, Hukum A_ca_ra_ Pe_rda_ta_: Te_ori Pra_ktik da_n Pe_rma_sa_la_ha_nnya_ di 

Pe_ra_dila_n Umum da_n Pe_ra_dila_n A_ga_ma_, Yogya_ka_rta_, UII Pre_ss, 2016, hlm. 71. 
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timbul dari transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan 

Mahkamah Agung tentang perkara sederhana awalnya ditujukan untuk 

pengadilan umum. Namun, kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani 

sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan prosedur sederhana 

kemudian memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah. Peraturan ini menggarisbawahi fakta bahwa kasus-kasus ekonomi 

syariah tertentu dapat diselesaikan melalui penggunaan prosedur yang 

sederhana selama pemeriksaan5 dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada 

ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, selama tidak ada pengaturan khusus yang 

mengatur hal tersebut secara berbeda. Dengan konstruksi tersebut, 

kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah 

tetap didasarkan pada kompetensi absolut yang dimilikinya, sedangkan 

gugatan sederhana dipahami sebagai rujukan mekanisme beracara untuk 

acara sederhana ekonomi syariah, bukan sebagai sumber kompetensi absolut 

baru bagi Pengadilan Agama. 

Gugatan sederhana dirancang sebagai mekanisme penyelesaian 

perkara perdata dengan prosedur yang lebih singkat dan sederhana. Tujuan 

utama sistem ini adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh 

 
5 Pa_sa_l 1 a_ngka_ (3) PE_RMA_ Nomor 14 Ta_hun 2016 te_nta_ng Ta_ta_ Ca_ra_ Pe_nye_le_sa_ia_n Pe_rka_ra_ 

E_konomi Sya_ria_h. 
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keadilan dengan proses yang lebih cepat, biaya yang terjangkau, dan tidak 

rumit. Dalam gugatan sederhana, tidak ada tahapan eksepsi maupun 

penyampaian kesimpulan seperti pada gugatan biasa. Hal ini bertujuan agar 

para pencari keadilan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan 

kepastian hukum, karena proses penyelesaiannya cukup dilakukan melalui 

persidangan dan selesai di tingkat pengadilan pertama.6 Mekanisme ini 

relevan digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang nilai 

gugatannya tidak terlalu besar. 

PERMA Nomor 4 Tahun 2016 secara khusus mengatur bagaimana 

tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui prosedur 

yang sederhana. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemeriksaan 

perkara dilakukan dengan tahapan yang ringkas dan waktu yang terbatas. 

Namun dalam praktiknya, tidak semua perkara ekonomi syariah yang 

diselesaikan melalui prosedur sederhana berjalan sesuai dengan ketentuan 

normatif yang telah diatur dalam PERMA. Hal ini tampak pada perkara 

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr., dimana masih ditemukan adanya tahapan 

eksepsi dan kesimpulan yang pada prinsipnya lebih relevan dengan 

pemeriksaan perkara melalui acara biasa. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kemungkinan ketidaksesuaian antara aturan normatif tentang gugatan 

sederhana ekonomi syariah dengan praktik penerapannya di Pengadilan 

Agama. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa konsisten 

 
6 Ridwa_n Ma_nsyur, Guga_ta_n Se_de_rha_na_: Te_ori, Pra_ktik da_n Pe_rma_sa_la_ha_nnya_, Jakarta, 

Pusta_ka_ Dunia_, 2017, hlm. 13. 
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hukum acara diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

melalui prosedur sederhana. 

Secara aturan, gugatan sederhana seharusnya diselesaikan paling lama 

dalam 25 hari kerja sejak sidang pertama. Batas waktu ini dibuat agar para 

pihak bisa mendapatkan kepastian hukum dengan cepat. Namun, pada 

praktiknya di Pengadilan Agama Sragen, masih ada beberapa perkara gugatan 

sederhana yang penyelesaiannya melampaui batas waktu tersebut. Perkara 

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. menjadi salah satu contoh nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana belum sepenuhnya 

sesuai dengan prinsip efisiensi.7 Keterlambatan penyelesaian perkara dapat 

menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Pihak penggugat 

mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya secara tepat waktu. 

Sementara itu, pihak tergugat juga berada dalam kondisi ketidakpastian 

hukum. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, 

cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, penerapan gugatan sederhana 

perlu ditinjau kembali secara menyeluruh agar efektivitasnya dapat benar-

benar tercapai.8 

Dalam praktik di Pengadilan Agama Sragen, banyak perkara gugatan 

sederhana pada sengketa ekonomi syariah yang berakhir dengan putusan 

 
7
 St. Sa_le_ha_ Ma_djid, Ulil A_mri, da_n Fa_khruddin Ma_nsyur, “Imple_me_nta_si Guga_ta_n Se_de_rha_na_ 

(Sma_ll Cla_im Court) Da_la_m Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ri’a_h di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Kota_ 

Ma_ka_ssa_r,” Jurna_l Hukum E_konomi Sya_ria_h, Vol. 7, No. 02, De_se_mbe_r 2023, hlm. 99, dia_kse_s pa_da_ 

ta_ngga_l 05/09/2025, pukul 04:23 WIB. 
8
 A_ndri Ha_lim da_n Oyo Suna_ryo Mukhla_s, “Imple_me_nta_si Prinsip Se_de_rha_na_ da_la_m 

Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h di Indone_sia_,” E_ka_sa_kti Le_ga_l Scie_nce_ Journa_l, Vol.2, No. 

1, Ja_nua_ri 2025, hlm. 28, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/09/2025, pukul 21:47 WIB. 
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tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal ini umumnya terjadi 

karena adanya cacat formil dalam penyusunan gugatan. Kesalahan yang 

sering muncul antara lain gugatan yang tidak jelas (obscuur libel), kesalahan 

dalam menentukan pihak yang digugat (error in persona), serta 

ketidaktepatan dalam merumuskan objek sengketa yang diajukan ke 

pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pihak, khususnya 

masyarakat awam dan pelaku usaha kecil, belum sepenuhnya memahami cara 

menyusun gugatan yang sesuai dengan aturan dalam hukum acara perdata. 

Akibatnya, tujuan utama dari gugatan sederhana yaitu menghadirkan proses 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum bisa tercapai secara 

maksimal. Bahkan, situasi ini justru menambah beban perkara di pengadilan 

karena perkara harus diajukan kembali dengan perbaikan gugatan.9 

Kegagalan gugatan akibat cacat formil tidak hanya merugikan pencari 

keadilan secara materiil, namun pihak harus mengulang proses hukum dari 

awal, mulai dari pendaftaran perkara hingga persidangan, yang tentunya 

membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Kondisi ini bertentangan 

dengan semangat gugatan sederhana yang bertujuan untuk memberikan akses 

keadilan yang cepat dan efisien. Di samping itu, proses yang berulang-ulang 

juga bisa membuat konflik antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi 

semakin panjang. Maka perlu adanya dukungan dari internal maupun 

eksternal seperti peran hakim dalam menerapkan hukum acara yang tepat, 

 
9
 Siti Ra_fi’a_h A_mir da_n Muha_mma_d Ima_n A_bdi A_na_ntomo Uke_, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ 

Ra_hn Ta_sjily Me_la_lui Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ A_ndoolo (Studi Putusa_n Nomor 

1/Pdt.Gs/2020/Pa_.A_dl),” FA_WA_ID: Sha_ria_ E_conomic La_w Re_vie_w, Vol.4, No. 2, Oktobe_r 2023, hlm. 

61, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 06/09/2025, pukul 09:14 WIB. 
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peran petugas pengadilan dalam melaksanakan administrasi perkara, hingga 

peran para pihak dalam beritikad baik dalam persidangan, menjadi sangat 

penting agar tujuan gugatan sederhana dapat tercapai secara maksimal.10 

Dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr., KSPPS bertindak 

sebagai penggugat karena memiliki hak penagihan atas kewajiban angsuran 

para tergugat selaku penerima pembiayaan berdasarkan akad murabahah. 

Wanprestasi yang dilakukan tergugat akibat tidak dipenuhinya kewajiban 

pembayaran angsuran sesuai perjanjian menyebabkan KSPPS mengalami 

kerugian finansial dan mengganggu stabilitas operasionalnya sebagai 

lembaga keuangan syariah. Sengketa ini termasuk dalam bidang ekonomi 

syariah, sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk 

menanganinya. Putusan Pengadilan Agama Sragen yang mengabulkan 

sebagian gugatan KSPPS menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi hak 

kreditor syariah, sekaligus menegaskan bahwa akad pembiayaan syariah 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat.11 

Penyelesaian dalam perkara ekonomi syariah tidak selalu berjalan 

sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, pada perkara Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen, tidak hanya terdapat 

permasalahan terkait prosedur persidangan sebagaimana yang telah diuraikan 

 
10

 Siti Sonya_ Na_dzilla_, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_nge_ke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Me_la_lui Pe_rka_ra_ 

Se_de_rha_na_ di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Mungkid,” E_l-Iqthisa_di Jurna_l Hukum E_konomi Sya_ria_h Fa_kulta_s 

Hukum da_n Sya_ria_h, Vol. 5, No.-, De_se_mbe_r 2023, hlm. 171, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 06/09/2025, pukul 

21:36 WIB. 
11

 Firda_us Sya_fa_a_t, “Pe_nye_le_sa_ia_n Guga_ta_n Se_de_rha_na_ (Sma_ll Cla_im Court) di Pe_nga_dila_n 

Ne_ge_ri Sta_ba_t,” Jurna_l Sa_ins Sosio Huma_niora_, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hl. 96, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 

07/09/2025, pukul 06:52 WIB. 
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sebelumnya. Namun juga ditemukan permasalahan pada aspek administrasi, 

seperti kesalahan Panitera Sidang dalam menuliskan nama dan identitas para 

pihak dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang berpotensi membuka celah 

kesalahan pada produk hukum pengadilan, serta kesalahan Jurusita dalam 

melakukan Pemberitahuan Putusan (PBT) terkait informasi mengenai upaya 

hukum yang dapat ditempuh, yang dapat berpotensi menghilangkan hak 

hukum para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Hal demikian, 

menimbulkann ketidakpastian hukum dan mengganggu pemenuhan hak-hak 

prosedural para pihak, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

permasalahan hukum yang muncul serta implikasi hukumnya bagi para pihak 

dalam mekanisme gugatan sederhana. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:: 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 

gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Agama Sragen 

berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr? 

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap para pihak berdasarkan 

permasalahan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 

gugatan sederhana pada putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan hukum 

yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 

mekanisme gugatan sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan 

Agama Sragen, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. 

2. Untuk mengkaji implikasi hukum dari berbagai permasalahan tersebut 

terhadap proses pemeriksaan perkara, efektivitas penyelesaian sengketa,  

serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat 

dalam sengketa ekonomi syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata 

dan hukum ekonomi syariah, dengan mengkaji secara kritis berbagai 

permasalahan hukum dalam penerapan mekanisme gugatan sederhana 

(Small Claim Court) di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah khazanah kajian akademik terkait 

kewenangan Pengadilan Agama, kesesuaian prosedur persidangan, batas 

waktu penyelesaian perkara, serta penerapan prinsip-prinsip syariah 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi para praktisi hukum, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

memahami berbagai permasalahan hukum serta dampak penerapan 

gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah. 

b. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan gugatan 

sederhana di Pengadilan Agama. 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah melalui gugatan sederhana. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 

di Pengadilan Agama Sragen (Studi Putusan Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr)” merupakan pengembangan dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah ada. Namun, dalam menyusun kerangka 

konseptual penelitian ini, penulis telah melakukan kajian pustaka dengan 

menelusuri berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar teoritis dan 

pembanding untuk memperkuat landasan hukum dan praktik yang dianalisis. 

Penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan 

untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas, 

sehingga menegaskan keaslian (orisinalitas) dari penelitian ini. Adapun 
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beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan perbandingan adalah 

sebagai berikut : 

No Judul Penulis Hasil Penelitian Titik Perbedaan 

1 Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah 

Melalui Perkara 

Sederhana di 

Pengadilan Agama 

Mungkid. 

Siti Sonya 

Nadzilla (El-

Iqtishady, 

Vol. 5 No. 2, 

2023) 

Penelitian ini 

menemukan adanya 

kekeliruan dalam 

penerapan metode 

penyelesaian 

sengketa di 

Pengadilan Agama 

Mungkid yang 

seharusnya 

menggunakan 

gugatan sederhana, 

tetapi justru 

diselesaikan melalui 

gugatan biasa. Selain 

itu, terdapat 

ketidaksesuaian 

dalam merujuk 

PERMA No. 4 

Tahun 2019. 

Penelitian ini membahas 

penyelesaian di PA 

Mungkid, sedangkan 

penelitian penulis 

berfokus pada penerapan 

gugatan sederhana yang 

dilaksanakan di 

Pengadilan Agama 

Sragen, serta 

menganalisis secara 

mendalam Putusan 

Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. 
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2 Implementasi Prinsip 

Sederhana dalam 

Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah di 

Indonesia 

Andri Halim 

& Oyo 

Sunaryo 

Mukhlas 

(Ekasakti 

Legal 

Science 

Journal, Vol. 

2 No. 1, 

2025) 

Penelitian ini 

menganalisis prinsip 

sederhana dalam 

penyelesaian 

sengketa Ekonomi 

syariah secara umum 

di Indonesia. 

Ditemukan bahwa 

implementasi 

prinsip sederhana 

masih menghadapi 

tantangan prosedural 

dan kurangnya 

pemahaman pelaku 

Ekonomi syariah. 

Penelitian ini bersifat 

umum dan teoritis, 

sedangkan penelitian 

penulis lebih spesifik 

pada penerapan gugatan 

sederhana di PA Sragen 

berdasarkan studi 

putusan sehingga 

memberikan kontribusi 

praktis dalam penerapan 

hukum acara yang 

efektif. 

3 Kompetensi Hakim 

dalam Gugatan 

Sederhana Sengketa 

Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama 

Bantul 

Dewi 

Mariyatul 

Qibtiyah & 

Abdul Mujib 

(Media of 

Law and 

Sharia, Vol. 4 

Penelitian ini 

membahas 

kompetensi hakim 

dalam menangani 

gugatan sederhana. 

Ditemukan bahwa 

hakim tidak 

Penelitian ini fokus pada 

kewenangan hakim 

dalam sengketa tanah, 

sedangkan penelitian 

penulis membahas 

penerapan gugatan 

sederhana pada sengketa 
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Issue 2, 

2023) 

berwenang 

menyelesaikan 

sengketa tanah 

melalui gugatan 

sederhana karena 

kewenangan 

tersebut berada di 

luar yurisdiksi 

peradilan agama. 

ekonomi syariah murni 

(akad murabahah) dan 

bagaimana Peradilan 

Agama menerapkan 

mekanisme tersebut 

sesuai peraturan yang 

berlaku. 

4 Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah dalam 

Gugatan Sederhana 

Ali Fauzan 

(Islamic 

EcoNomic 

Law, Vol. 1 

No. 1, 2023) 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan yuridis-

empiris untuk 

menganalisis jalur 

litigasi dalam 

penyelesaian 

Sengketa di bidang 

ekonomi syariah 

yang ditangani oleh 

Pengadilan Agama. 

Disimpulkan bahwa 

peradilan agama 

Penelitian Ali Fauzan 

bersifat umum pada jalur 

litigasi di peradilan 

agama, sedangkan 

penelitian penulis lebih 

fokus pada penerapan 

gugatan sederhana di 

Pengadilan Agama 

Sragen dengan studi 

putusan yang aktual 

(Putusan Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr). 
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memiliki peran 

sentral dalam 

menangani perkara 

ekonomi syariah 

sebagaimana diatur 

dalam Pasal 49 

Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 

2006. 

5 Implementasi Gugatan 

Sederhana dalam 

Penanganan Sengketa 

Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama 

Kota Makassar 

St. Saleha 

Madjid, Ulil 

Amri, 

Fachruddin 

Mansyur (J-

HES, Vol. 7 

No. 2, 2023) 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

penerapan gugatan 

sederhana di PA 

Makassar efektif 

dalam 

menyelesaikan 

sengketa Ekonomi 

syariah dengan biaya 

murah dan waktu 

yang singkat 

(maksimal 25 hari). 

Namun hanya 

Penelitian di PA 

Makassar menekankan 

efisiensi gugatan 

sederhana, sedangkan 

penelitian penulis 

mengangkat studi kasus 

aktual di Pengadilan 

Agama Sragen serta 

analisis terhadap 

kesesuaian putusan 

dengan PERMA yang 

berlaku untuk melihat 

efektivitas penerapan 
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sedikit kasus yang 

ditangani 

menggunakan 

mekanisme ini. 

hukum acara sederhana 

dalam sengketa ekonomi 

syariah. 
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F. Teori dan Doktrin 

Teori Kepastian Hukum 

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai instrumen 

analitis untuk memastikan sejauh mana mekanisme litigasi langsung dalam 

kasus ekonomi Islam dapat memberikan perlindungan hukum, kejelasan, dan 

ketertiban kepada pihak-pihak yang terlibat. Di negara yang diatur oleh 

supremasi hukum, kepastian hukum merupakan komponen penting, karena 

peraturan harus transparan, dapat diinterpretasikan secara beragam, dan 

ditegakkan secara konsisten.12 Teori ini berguna dalam menentukan apakah 

prosedur yang disederhanakan masih menjamin keadilan dan mencegah 

ketidakpastian dalam konteks litigasi klaim kecil. Akibatnya, validitas norma 

dan prediktabilitas keputusan dievaluasi berdasarkan premis kepastian 

hukum. Ini penting untuk perlindungan hukum bagi pelaku bisnis Syariah. 

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum ditandai oleh empat 

prinsip fundamental: hukum harus stabil, dirumuskan secara eksplisit, 

didasarkan pada fakta sosial, dan dalam bentuk aturan positif. Sangat penting 

untuk mematuhi hukum yang berlaku, terlepas dari apakah hukum tersebut 

dianggap diskriminatif. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya norma 

hukum yang konsisten dan transparan. Sistem hukum yang tertib dan dapat 

diprediksi adalah sumber kepastian hukum. Karena alasan ini, stabilitas 

regulasi merupakan komponen penting dalam menjamin kepastian hukum. 

 
12

 Na_fi’ Muba_rok, Buku A_ja_r Hukum Pida_na_, Sidoa_rjo, Ka_nzun Books, 2022, hlm. 61. 
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Jika hukum transparan, konsisten, mudah diakses, dan ditegakkan 

oleh otoritas yang sah, kepastian hukum dapat dicapai, menurut Jan M. Otto. 

Pemerintah diharuskan untuk menegakkan hukum secara konsisten, 

sementara pengadilan harus mempertahankan independensinya. Agar efektif, 

hukum juga harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, Sudikno 

Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus tidak ambigu dan bebas dari 

berbagai interpretasi agar dapat ditegakkan secara konsisten. Melalui 

peraturan yang objektif dan mengikat secara hukum, kepastian hukum 

menjamin perlindungan hak-hak individu.13 

Nusrhasan Ismail menggarisbawahi pentingnya konsistensi regulasi, 

hierarki normatif, dan kejelasan konseptual dalam mencapai kepastian 

hukum. Lon Fuller juga mengembangkan prinsip-prinsip untuk hukum yang 

efektif, termasuk: tidak kontradiktif, dapat ditegakkan, dan mudah dipahami. 

Apeldoorn lebih lanjut menyatakan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan 

melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Secara umum, kepastian 

hukum membutuhkan penegakan, stabilitas, dan kejelasan regulasi. Hal ini 

memungkinkan masyarakat untuk mengatur perilakunya secara terstruktur 

dan dilindungi oleh hukum. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Wanprestasi 

 
13

 Mocha_mma_d Ta_nzil Multa_za_m, Noor Fa_tima_h Me_dia_wa_ti Sri Budi Purwa_ningsih, Buku 

A_ja_r Hukum, Sidoa_rjo, Umsida_ Pre_ss, 2023, hlm. 21. 
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Wanprestasi adalah istilah dalam hukum yang digunakan ketika 

salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak menjalankan 

kewajibannya sesuai kesepakatan. Hal ini bisa terjadi karena 

kewajibannya tidak dilaksanakan sama sekali, dilaksanakan tetapi 

terlambat, atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan.14 

2. Gugatan Sederhana 

Gugatan sederhana dipahami sebagai mekanisme penyelesaian 

perkara perdata di lingkungan peradilan umum yang dirancang untuk 

menangani sengketa dengan karakteristik tertentu, khususnya yang 

berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan 

nilai tuntutan paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00. Prosedur ini 

menekankan efisiensi melalui tahapan pemeriksaan yang lebih singkat 

dan sederhana dibandingkan dengan proses litigasi biasa. 

Penyederhanaan tersebut tercermin dari pembatasan alat bukti serta 

minimnya formalitas prosedural yang harus dipenuhi oleh para pihak. 

Proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana juga dibatasi 

oleh jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 25 hari sejak sidang 

pertama dilaksanakan, sehingga memberikan kepastian hukum yang 

lebih cepat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa gugatan sederhana 

memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses keadilan bagi 

 
14 Othsme_ Cloudia_ Ma_rta_ha_n Sila_ba_n e_t a_l., “Tinja_ua_n Hukum Se_rta_ Upa_ya_ Hukum 

Wa_npre_sta_si Be_rda_sa_rka_n Pe_rspe_ktif Burge_rlijk We_tboe_k (BW),” Jurna_l Pe_ndidika_n Ta_mbusa_i, Vol. 

9, No. 2, 2025, hlm. 17127-17133, dia_kse_s ta_ngga_l 07/09/2025 pukul 09:00 WIB. 
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masyarakat, terutama dalam perkara dengan nilai ekonomi terbatas yang 

membutuhkan penyelesaian cepat dan biaya yang relatif ringan.15 

3. Pengadilan Agama 

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan tingkat 

pertama yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman dan memiliki 

kewenangan khusus dalam menangani perkara tertentu bagi masyarakat 

beragama Islam. Kewenangan tersebut meliputi fungsi menerima, 

memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara perdata 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang 

lingkup perkara yang ditangani mencakup bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, hingga sengketa 

ekonomi syariah. Perkembangan kewenangan ini menunjukkan adanya 

perluasan fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang tidak hanya 

berperan dalam urusan keperdataan keluarga, tetapi juga dalam aktivitas 

ekonomi berbasis prinsip syariah. Pelaksanaan kewenangan tersebut 

menuntut adanya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum Islam 

serta peraturan positif yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan 

dapat mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum.16 

4. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk 

pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang menggunakan akad 

 
15 PE_RMA_ Nomor 4 Ta_hun 2019 te_nta_ng Ta_ta_ Ca_ra_ Pe_nye_le_sa_ia_n Guga_ta_n Se_de_rha_na_. 
16 Unda_ng-Unda_ng Nomor 50 Ta_hun 2009 te_nta_ng Pe_ra_dila_n A_ga_ma_. 
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jual beli sebagai dasar hubungan hukum antara lembaga keuangan dan 

nasabah. Mekanisme ini diawali dengan tindakan lembaga keuangan 

syariah yang membeli atau menyediakan barang sesuai kebutuhan 

nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah 

dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan 

yang telah disepakati. Penetapan harga dilakukan secara transparan 

dalam akad dan bersifat tetap selama jangka waktu perjanjian 

berlangsung. Praktik ini mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan 

dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam implementasinya, penyerahan 

barang umumnya dilakukan setelah akad disepakati, sedangkan 

pembayaran dilakukan oleh nasabah secara angsuran atau dalam jangka 

waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pola pembiayaan ini banyak 

digunakan dalam perbankan syariah karena dinilai memberikan 

kepastian nilai transaksi sekaligus meminimalkan unsur ketidakpastian 

yang dilarang dalam prinsip syariah.17 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus 

pada kajian terhadap norma hukum melalui analisis bahan pustaka atau data 

sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif 

 
17 https://ojk.go.id/id/ka_na_l/sya_ria_h/te_nta_ng-sya_ria_h/pa_ge_s/konse_p-ope_ra_siona_l-PBS.a_spx, 

dia_kse_s ta_ngga_l 07/04/2026 pukul 10:01 WIB. 
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adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan 

pustaka atau data sekunder untuk memahami norma, asas, dan sistematika 

hukum sebagai dasar dalam menemukan aturan, prinsip, serta argumentasi 

hukum dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini 

digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 

termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan 

yang relevan, khususnya Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. Analisis 

terhadap sumber hukum tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi 

kesesuaian antara praktik peradilan dan ketentuan hukum acara yang 

berlaku, termasuk regulasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

mengenai gugatan sederhana.  

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku 

serta menganalisis makna dan implikasi penerapannya. Menurut Bambang 

Sunggono, penelitian hukum deskriptif-analitis merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan sistematis mengenai 

kondisi hukum atau peraturan yang sedang berlaku, kemudian dianalisis 

untuk mengungkap makna, konsistensi, serta implikasi penerapannya 

terhadap permasalahan yang dikaji. Kajian ini tidak hanya menjelaskan 

prosedur penerapan gugatan sederhana, tetapi juga mengkaji dampak 

hukum yang timbul terhadap proses pemeriksaan dan hasil penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sragen. 
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2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian diarahkan pada penerapan mekanisme gugatan 

sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan 

menjadikan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr sebagai objek kajian utama. Penelitian ini juga 

mengkaji berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam 

implementasi prosedur tersebut, terutama yang berkaitan dengan akad 

ekonomi syariah. Analisis dilakukan untuk menilai implikasi hukum dari 

permasalahan tersebut terhadap tahapan pemeriksaan perkara serta hasil 

akhir penyelesaian sengketa. Pendekatan ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas 

penggunaan gugatan sederhana dalam konteks peradilan agama. 

3. Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi dalam 

proses analisis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum gugatan sederhana dan ekonomi 

syariah, antara lain: 

a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Staatsblad Tahun 

1847 Nomor 52 

c. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatsblad Tahun 

1927 Nomor 227 
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d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. 

g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 

i. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 

Tahun 2017 

j. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana. 

k. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan 

l. PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi 

Syariah 

m. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 

n. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

o. Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr.’’ 

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, 

jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini 
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berfungsi untuk memberikan penjelasan serta interpretasi terhadap bahan 

hukum primer. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, 

dan glosarium digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah 

teknis yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut 

dianalisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang 

mendalam mengenai norma hukum dan implementasinya dalam praktik 

peradilan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan 

atau library research dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis, 

termasuk peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan 

pengadilan. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi fokus utama 

untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 

dalam memutus perkara gugatan sederhana pada sengketa ekonomi 

syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran 

yang komprehensif mengenai praktik penerapan hukum dalam kasus 

konkret. 

5. Metode Pendekatan 

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis pendekatan, yaitu 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan 

digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur gugatan 
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sederhana dan kewenangan Pengadilan Agama. Pendekatan kasus 

diterapkan dengan menganalisis Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr 

untuk memahami fakta hukum, struktur putusan, serta pertimbangan 

hakim dalam menyelesaikan sengketa. Pendekatan konseptual digunakan 

untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang relevan, khususnya yang 

berkaitan dengan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian 

sengketa perdata. Penggunaan ketiga pendekatan ini secara terpadu 

bertujuan menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan 

sistematis. 

6. Analisa Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan disusun dan 

diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, kemudian dianalisis 

menggunakan teknik content analysis untuk menilai kesesuaian antara 

norma hukum, putusan hakim, dan prinsip ekonomi syariah. Proses 

analisis ini bertujuan menghasilkan jawaban yang sistematis dan 

argumentatif terhadap rumusan masalah penelitian, sehingga dapat 

memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam pengembangan kajian 

hukum ekonomi syariah. 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan isi tesis yang diteliti. Melalui sistematika 

ini, dijelaskan secara umum pokok-pokok pembahasan pada setiap bab, mulai 
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dari proses pelaksanaan penelitian sampai pada masalah yang diteliti, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu-isu yang 

akan dibahas. 

Materi dalam tesis ini disusun ke dalam empat bab, di mana setiap bab 

kemudian dijabarkan lagi menjadi beberapa subbab secara terstruktur dan 

sistematis, yaitu sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan menjelaskan gambaran umum penelitian yang 

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar dan arah dalam 

pelaksanaan penelitian. 

Bab II berisi landasan teori dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pembahasannya mencakup kewenangan mengadili sebagai 

dasar kompetensi Pengadilan Agama dalam menangani dan memutus perkara 

ekonomi syariah, perlindungan serta kepastian hukum sebagai tujuan dari 

penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di 

Pengadilan Agama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. 

Bab III ini mengkaji permasalahan hukum dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, 

dengan fokus pada analisis mengenai kewenangan absolut pengadilan, 

penerapan hukum acara gugatan sederhana, prosedur administrasi 

persidangan, keabsahan putusan, serta implikasi hukumnya terhadap 
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perlindungan hukum, kepastian hukum, dan efektivitas penyelesaian 

sengketa. 

Bab IV Penutup memuat kesimpulan dan saran yang disusun 

berdasarkan hasil pembahasan serta analisis dalam penelitian ini. Selain itu, 

bab ini juga memberikan rekomendasi baik secara akademis maupun praktis 

terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan 

sederhana di Pengadilan Agama. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN MENGADILI, 

PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, DAN 

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA 

 

A. Kewenangan 

1. Konsep Kewenangan 

Kewenangan dalam hukum merupakan dasar legitimasi yang 

menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum. Setiap tindakan 

pejabat, lembaga, atau institusi negara baru dapat dianggap sah dan 

mengikat apabila dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan tersebut, 

tindakan itu hanya menjadi bentuk kekuasaan semata yang tidak memiliki 

dasar legalitas yang jelas. Oleh karena itu, kewenangan menjadi prasyarat 

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun proses peradilan, 

karena ia membatasi sekaligus mengarahkan penggunaan kekuasaan agar 

tidak bersifat sewenang-wenang.18 

Dalam hukum acara, konsep kewenangan berkaitan erat dengan 

istilah kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan 

hukum yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu. Artinya, tidak setiap 

 
18 Sha_brina_ Rizkiya_ni A_nd Sa_e_ful Muja_b, “Ke_kua_sa_a_n Da_n We_we_na_ng Da_la_m Pe_rspe_ktif 

Siste_m Pe_me_rinta_ha_n,” Konse_nsus : Jurna_l Ilmu Pe_rta_ha_na_n, Hukum Da_n Ilmu Komunika_si, Vol.  1, 

No. 4, 2024, hlm.  82–93, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026 pukul 00:22 WIB.  
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pengadilan dapat menangani semua jenis sengketa. Kompetensi 

menentukan batas formal mengenai perkara apa yang boleh diperiksa dan 

lembaga mana yang berhak menanganinya. Pembatasan ini berfungsi 

menjaga tertib administrasi peradilan serta mencegah benturan klaim 

kekuasaan antar lembaga penegak hukum.19 

Perlu dibedakan antara kewenangan dan wewenang yang sering 

disamakan dalam penggunaan sehari-hari. Kewenangan bersifat melekat 

pada suatu jabatan atau lembaga dan diberikan secara langsung oleh 

undang-undang sebagai dasar legalitas. Sedangkan wewenang merupakan 

bentuk nyata dari kewenangan tersebut yang terlihat dalam pelaksanaan 

tindakan, misalnya memanggil pihak, melakukan pemeriksaan, atau 

menjatuhkan putusan. Dengan demikian, kewenangan menjadi sumber 

hukum dari tindakan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan teknisnya. 

Jika tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan, maka seluruh wewenang 

yang dijalankan menjadi tidak sah.20 

Sejumlah ahli memberikan penekanan yang lebih tegas mengenai 

arti kompetensi. Philipus M. Hadjon memandang kewenangan sebagai 

kekuasaan hukum (rechtsmacht) yang bersumber pada peraturan 

perundang-undangan, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dapat 

 
19 Muha_mma_d A_diguna_ Bima_sa_kti, “Pe_rma_sa_la_ha_n Instrume_n De_le_ga_si Ke_we_na_nga_n 

Me_nurut Unda_ng-Unda_ng A_dministra_si Pe_me_rinta_ha_n,” Konfe_re_nsi Na_siona_l A_sosia_si Pe_nga_ja_r 

Hukum Ta_ta_ Ne_ga_ra_ Da_n Hukum A_dministra_si Ne_ga_ra_ Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 187–208, dia_kse_s 

pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 01:47 WIB.  
20 Srive_e_n Doorson e_t a_l., “A_na_lisis Yuridis Te_nta_ng We_we_na_ng Pe_me_rinta_ha_n Da_la_m 

Imple_me_nta_si Ke_bija_ka_n Publik,” A_l-Za_yn : Jurna_l Ilmu Sosia_l & Hukum Vol. 2, No. 2, 2024, hlm.  

77–81, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 03:15 WIB.  
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ditelusuri dasar legalnya. E. Utrecht menegaskan bahwa ‘‘kompetensi 

merupakan batas bertindak yang telah ditentukan hukum, sehingga 

tindakan di luar batas tersebut mengakibatkan cacat hukum. Sementara 

Indroharto menyatakan bahwa kewenangan mencakup hak sekaligus 

kewajiban untuk bertindak, sehingga pejabat tidak hanya boleh bertindak, 

tetapi juga bertanggung jawab atas penggunaannya”. Pandangan-

pandangan ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan sekadar pembagian 

kerja administratif, melainkan instrumen pengendali legalitas.21 

Dalam praktik, persoalan kewenangan sering bersinggungan 

dengan konsep kekuasaan dan yurisdiksi. Kekuasaan mencerminkan 

kemampuan faktual untuk memaksa, sedangkan yurisdiksi merupakan 

batas hukum yang menentukan ruang berlakunya kekuasaan tersebut. Para 

ahli menilai bahwa perluasan yurisdiksi tanpa dasar hukum berpotensi 

menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga, sengketa kompetensi, 

bahkan pembatalan putusan. Ketidaktepatan menentukan yurisdiksi tidak 

hanya bersifat teknis, melainkan berdampak langsung pada kepastian 

hukum dan efektivitas penegakan keadilan.22 

Secara istilah hukum, kompetensi atau kewenangan dibagi menjadi 

dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut 

adalah kewenangan suatu lingkungan peradilan untuk menangani jenis 

 
21 R. A_gus A_bikusna_, “Ke_we_na_nga_n Pe_me_rinta_h Da_e_ra_h Da_la_m Pe_rspe_ktif Unda_ng-Unda_ng 

Nomor 23 Ta_hun 2014 Te_nta_ng Pe_me_rinta_ha_n Da_e_ra_h,” Sosfilkom : Jurna_l Sosia_l, Filsa_fa_t Da_n 

Komunika_si Vol. 13, No. 01, 2019, hlm. 1-15, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 05:09 WIB.  
22 Mode_sta_ Nusa_la_wo, Victor Juzuf Se_dubun, da_n E_ric Ste_nly Holle_, “Ke_we_na_nga_n 

Pe_me_rinta_h Da_la_m Me_la_kuka_n Pe_nga_wa_sa_n Te_rha_da_p Lingkunga_n Hidup,” Ta_tohi: Jurna_l Ilmu 

Hukum Vol. 2, No. 7, 2022, hlm. 739-756, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 07:34 WIB . 
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perkara tertentu, sehingga sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah atau 

disepakati oleh para pihak. Sementara itu, kompetensi relatif berkaitan 

dengan wilayah atau tempat pengadilan yang berwenang mengadili suatu 

perkara, yang penentuannya bisa berdasarkan domisili para pihak atau 

dalam kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan. Pembagian ini 

menegaskan bahwa batas kewenangan tidak hanya menyangkut substansi 

perkara, tetapi juga aspek teritorial pelaksanaannya.23 

2. Jenis-Jenis Kewenangan 

Pembagian kewenangan badan peradilan pada dasarnya bertujuan 

mencegah kekacauan kekuasaan. Tanpa klasifikasi yang tegas, setiap 

pengadilan berpotensi menangani semua perkara, yang berujung pada 

tumpang tindih putusan, sengketa antar lembaga, dan ketidakpastian 

hukum. Oleh karena itu, hukum acara membatasi ruang gerak peradilan 

melalui dua bentuk kompetensi, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan 

absolut. Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi 

dalam menentukan apakah suatu pengadilan sah mengadili perkara 

tertentu.24 

a. Kewenangan Relatif 

Kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan 

yang ditentukan berdasarkan pembagian wilayah hukum atau daerah 

 
23 Ra_ha_dia_n Diffa_ul Ba_rra_q Suwa_rtono, “Me_nce_rma_ti Ke_we_na_nga_n Da_e_ra_h Untuk Me_la_kuka_n 

Hubunga_n Lua_r Ne_ge_ri: Ba_ta_sa_n Ke_we_na_nga_n Da_n Ke_a_bsa_ha_nnya_,” Jurna_l Hukum Ius Quia_ Iustum 

Vol. 30, No. 2, 2023, 300–323, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 09:58 WIB.  
24 Ma_isa_ra_h, “Kompe_te_nsi Re_la_tif Da_n A_bsolut A_nta_ra_ Pe_ra_dila_n Isla_m Di Indone_sia_ De_nga_n 

Pe_ra_dila_n Umum,” Jurna_l A_l-Fikra_h Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 188–202, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 

29/01/2026, pukul 12:21 WIB 
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tempat suatu perkara terjadi atau diajukan. Fokusnya bukan pada 

jenis perkaranya, melainkan pada pengadilan mana yang secara 

geografis berhak memeriksa perkara tersebut. Artinya, perkara yang 

sama dapat diperiksa oleh beberapa pengadilan sejenis, tetapi hanya 

satu yang secara lokasi dinilai tepat dan sah. 

Kompetensi relatif badan peradilan ditentukan oleh faktor 

kedekatan yuridis antara perkara dengan wilayah hukum pengadilan. 

Penentuan ini umumnya didasarkan pada domisili tergugat, tempat 

tinggal para pihak, tempat terjadinya peristiwa hukum, atau lokasi 

objek sengketa. Prinsip ini dimaksudkan untuk efisiensi proses, 

kemudahan pembuktian, serta perlindungan terhadap pihak tergugat 

agar tidak dipaksa berperkara di tempat yang memberatkan. Dengan 

demikian, kompetensi relatif badan peradilan ditentukan 

berdasarkan pertimbangan administratif dan praktis, bukan pada 

hakikat kewenangan substantifnya. Karena sifatnya teknis, 

pelanggaran kompetensi relatif dalam kondisi tertentu masih dapat 

diperbaiki atau disepakati para pihak melalui eksepsi atau keberatan 

prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan relatif tidak 

menyentuh inti kekuasaan mengadili, melainkan hanya penataan 

distribusinya.25 

b. Kewenangan Absolut 

 
25 A_dlyn Na_zura_h E_t A_l., “A_na_lisis Kompe_te_nsi A_bsolut Da_la_m Siste_m Hukum A_ca_ra_ Pe_rda_ta_ 

Indone_sia_,” Jurna_l Hukum Progre_sif Vol. 8, No. 5, 2025),  dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 

14:46 WIB. 
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Berbeda secara mendasar, kewenangan absolut merupakan 

kompetensi yang menyangkut pembagian kekuasaan mengadili 

berdasarkan jenis perkara dan lingkungan peradilan. Kewenangan 

ini menentukan apakah suatu badan peradilan memang secara 

hukum berhak menangani substansi sengketa tertentu. Jika 

pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut, maka sejak awal ia 

tidak berhak memeriksa perkara tersebut, apa pun alasan 

administratifnya. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang 

berhubungan dengan pembagian jenis peradilan dalam sistem 

hukum, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata 

usaha negara, dan peradilan militer. Masing-masing peradilan 

tersebut memiliki jenis perkara yang menjadi wewenangnya sendiri. 

Karena menyentuh legitimasi dasar kekuasaan mengadili, 

kewenangan absolut tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan para 

pihak. Putusan yang lahir tanpa kompetensi absolut dianggap batal 

demi hukum.26 

Hubungan antara kompetensi relatif dan absolut bersifat 

hierarkis. Kewenangan absolut diperiksa terlebih dahulu untuk 

memastikan bahwa pengadilan memang berhak secara substansi. 

Setelah itu barulah ditentukan kewenangan relatif untuk memilih 

pengadilan mana dalam lingkungan tersebut yang paling tepat secara 

 
26 Sutra_ Sutra_, “Ka_jia_n Yuridis Ke_we_na_nga_n E_kse_psi A_bsolut Da_n Re_la_tif Da_la_m Pe_rspe_ktif 

Hukum Pida_na_,” Le_x Priva_tum  Vol. 4, No. 6, 2016, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 30/01/2026, pukul 00:11 

WIB.  
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wilayah. Tanpa kewenangan absolut, pembahasan relatif menjadi 

tidak relevan. Penentuan wilayah hukum dalam konteks 

kewenangan absolut pada akhirnya tetap bergantung pada 

pembagian sistem peradilan yang ditetapkan undang-undang, yakni 

pengelompokan jenis sengketa berdasarkan karakter hukumnya. Di 

sinilah terlihat bahwa kewenangan absolut bersifat struktural dan 

mendasar, sedangkan kewenangan relatif bersifat operasional dan 

teknis.27 

3. Implementasi dan Problematika Kewenangan Peradilan Agama dalam 

Sengketa Ekonomi Syariah 

Kewenangan Pengadilan Agama mengalami transformasi 

mendasar dalam sistem peradilan nasional sebagai akibat dari 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Modifikasi ini 

mengakibatkan Pengadilan Agama tidak lagi terbatas pada penyelesaian 

perkara perdata keluarga, termasuk perkawinan, warisan, wasiat, hibah, 

wakaf, dan zakat. Kewenangan mereka kemudian diperluas untuk 

mencakup penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang berkaitan dengan 

kegiatan bisnis dan perjanjian komersial yang didasarkan pada prinsip-

prinsip Syariah. Perluasan ini secara teoritis menetapkan Pengadilan 

Agama sebagai forum utama untuk menyelesaikan sengketa bisnis 

 
27 Sa_e_pudin, A_ni Yuma_rni, da_n Sa_dda_m Huse_in, “A_na_lisis Putusa_n Ha_kim Te_rka_it 

Kompe_te_nsi Re_la_tif Guga_ta_n Ce_ra_i Di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Cibinong (Studi Putusa_n Nomor: 

3197/Pdt.G/2022/Pa_. Cbn)”.,” Ka_rima_h Ta_uhid  Vol. 3, No. 8, 2024, hlm.  8642–8658, dia_kse_s pa_da_ 

ta_ngga_l 30/1/2026, pukul 02:39 WIB.  
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berbasis Syariah, sehingga secara normatif memproyeksikan lembaga ini 

menjadi kekuatan pendorong di balik penegakan hukum ekonomi Islam.28 

Namun, secara faktual, perluasan kewenangan tersebut tidak 

otomatis diiringi dengan kesiapan kelembagaan. Secara struktural, 

perluasan kompetensi absolut tidak diimbangi dengan perbaikan pada tiga 

aspek utama, yaitu hukum materiil, kualitas sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi hukum materiil, aturan 

mengenai ekonomi syariah masih tersebar di berbagai regulasi sektoral, 

sehingga hakim kerap dihadapkan pada kekosongan atau ketidakjelasan 

hukum ketika menangani sengketa bisnis yang bersifat kompleks. Dari sisi 

sumber daya manusia, tidak semua hakim memiliki latar belakang 

ekonomi atau keuangan syariah, padahal karakter sengketanya menuntut 

pemahaman kontrak pembiayaan, manajemen risiko, dan praktik 

perbankan. Sementara dari sisi sarana prasarana, sistem administrasi dan 

teknologi informasi belum sepenuhnya dirancang untuk menangani 

perkara bisnis yang menuntut kecepatan, akurasi, dan efisiensi tinggi. 

Akibatnya, secara praktis, kewenangan yang besar justru menciptakan 

beban baru yang tidak seimbang dengan kapasitas institusi.29 

 
28 Burha_nudia_n Ma_nile_t, Fa_iruz Sa_biq, da_n Inda_h Mustika_, “A_na_lisis Pe_rbe_da_a_n Diktum Bia_ya_ 

Pe_nye_le_sa_ia_n Pe_rka_ra_ Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h,” Jurna_l Hukum Le_x Ge_ne_ra_lis Vol. 6, No. 2, 2025, 

dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 30/01/2026, pukul 08:44 WIB.  
29 Ha_fida_h Ulya_ A_dila_, Oyo Suna_ryo Mukhla_s, A_nd Ra_mda_ni Wa_hyu Sururie_, “Pe_nye_le_sa_ia_n 

Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Be_rda_sa_rka_n Pe_ra_tura_n Unda_ng-Unda_ng,” Fa_la_h: Jurna_l Hukum 

E_konomi Sya_ria_h Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 26–35, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 30/01/2026, pukul 11:07 

WIB.  
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Kondisi tersebut dapat dilihat secara jelas dalam penerapan 

mekanisme gugatan sederhana (GS) di Pengadilan Agama. Secara aturan, 

prosedur gugatan sederhana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia melalui peraturan yang mengharuskan penyelesaian 

perkara dilakukan secara cepat, dengan batas waktu maksimal 25 hari kerja 

sejak sidang pertama dimulai. Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan 

asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, terutama untuk 

perkara ekonomi dengan nilai gugatan yang tidak besar. Mekanisme 

tersebut ditegaskan dalam pedoman acara gugatan sederhana. Secara 

konsep, desain ini logis karena sengketa bisnis kecil memang 

membutuhkan kepastian cepat, bukan proses litigasi panjang yang 

menguras biaya.30 

Akan tetapi, praktiknya di Pengadilan Agama menunjukkan jarak 

yang jelas antara desain normatif dan realitas operasional. Batas waktu dua 

puluh lima hari kerja yang secara teori cukup singkat sering kali tidak 

tercapai karena hambatan administratif, keterlambatan pemanggilan, serta 

penumpukan jadwal persidangan. Perkara yang seharusnya selesai cepat 

justru molor, sehingga esensi gugatan sederhana sebagai instrumen 

percepatan penyelesaian sengketa kehilangan maknanya. Ketika waktu 

 
30 Muha_mma_d Ra_fki A_nd Ne_ni Ve_sna_ Ma_djid, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h di 

Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Pa_da_ng Ke_la_s I A_,” E_ka_sa_kti Le_ga_l Scie_nce_ Journa_l Vol. 1, No. 4, 2024, hlm.  

355-362, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 30/01/2026, pukul 13:52 WIB.  
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penyelesaian melampaui batas, gugatan sederhana berubah menjadi 

perkara biasa dengan prosedur terbatas, tetapi tanpa manfaat kecepatan.31 

Permasalahan ini semakin kompleks karena jumlah hakim yang 

memiliki sertifikasi atau keahlian khusus di bidang ekonomi syariah masih 

sangat terbatas. Pada praktiknya, penanganan gugatan sederhana ekonomi 

syariah sering terpusat pada satu hakim yang dianggap memiliki 

pengetahuan paling memadai. Konsekuensinya, seluruh perkara GS 

terkonsentrasi pada satu orang, sementara hakim tersebut tetap dibebani 

perkara lain di luar gugatan sederhana. Pola ini menciptakan bottleneck 

struktural: beban perkara menumpuk pada satu titik, jadwal sidang 

tertunda, dan kualitas pemeriksaan berpotensi menurun karena kelelahan 

kerja. Secara manajerial, ini bukan sekadar kekurangan personel, tetapi 

kesalahan distribusi kewenangan yang membuat sistem tidak efisien.32 

Selain kendala internal pengadilan, hambatan eksternal juga 

muncul dari rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai mekanisme 

gugatan sederhana. Banyak pihak yang mengajukan gugatan tanpa 

memahami batas nilai gugatan, syarat domisili, jumlah pihak, maupun 

kelengkapan formil lainnya. Akibatnya, banyak perkara yang akhirnya 

dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena adanya kesalahan formil, 

sehingga para pihak harus mendaftarkan ulang dari awal dan kembali 

 
31 Rio Sa_trio, “Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Da_la_m Pe_rka_ra_ E_konomi Sya_ria_h Di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_,” 

Jurna_l Ma_hka_ma_h Ke_a_dila_n Vol. 1, No. 1, 2023, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 30/01/2026, pukul 16:29 

WIB. 
32 S. H. A_hma_d, “The_ Se_ttle_me_nt For Sha_ria_h E_conomy Dispute_s Within Re_ligious Court,” 

Jurna_l Ius Ka_jia_n Hukum Da_n Ke_a_dila_n Vol. 2, No. 3, 2014, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 31/01/2026, pukul 

00:05 WIB.  
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mengeluarkan biaya. Proses yang seharusnya sederhana justru menjadi 

berulang dan mahal. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas prosedur 

cepat sangat bergantung pada pemahaman pengguna layanan; tanpa 

edukasi publik, mekanisme tersebut hanya menjadi jebakan prosedural.33 

Di sisi lain, kerangka regulasi nasional juga pernah menimbulkan 

ketidakpastian yurisdiksi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, 

khususnya Pasal 55 ayat (2), memberikan ruang adanya pilihan forum 

dalam penyelesaian sengketa (choice of forum), sehingga sengketa 

ekonomi syariah juga dapat diajukan ke peradilan umum. Ketentuan ini 

dinilai kurang sejalan dengan upaya penguatan dan penyatuan 

kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam perubahan 

undang-undang sebelumnya, karena justru menciptakan dualisme forum. 

Akibatnya, banyak sengketa ekonomi syariah, termasuk yang bernilai 

kecil dan seharusnya cocok dengan gugatan sederhana, malah diajukan ke 

peradilan umum demi alasan praktis atau kebiasaan para pihak. Kondisi 

ini memperlemah posisi pengadilan agama sebagai forum utama dan 

mengaburkan kepastian hukum. 

Ketidakjelasan tersebut kemudian menjadi lebih terbatas setelah 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang 

menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah termasuk dalam 

kewenangan peradilan agama. Sejak itu, secara yuridis tidak lagi terdapat 

 
33 A_lfisya_hri, Sya_rifa_ Ra_e_ha_na_, da_n Ha_sa_nna_ La_wa_ng, “Kompe_te_nsi Ha_kim Da_la_m 

Me_na_nga_ni Pe_rka_ra_ E_konomi Sya_ria_h di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Sunggumina_sa_ Ke_la_s 1 A_,” Socius: 

Jurna_l Pe_ne_litia_n Ilmu-Ilmu Sosia_l  Vol. 2, No. 12, 2025, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 31/01/2026, pukul 

01:56 WIB. 
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ruang pilihan forum, sehingga Pengadilan agama merupakan satu-satunya 

lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan 

sengketa tersebut. Penegasan ini memberikan kepastian hukum sekaligus 

beban tanggung jawab yang lebih besar, karena semua perkara ekonomi 

syariah ditangani dan terpusat di lingkungan peradilan agama.34 

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya 

kewenangan, melainkan pada kesenjangan antara kewenangan dan 

kapasitas. Pengadilan Agama secara hukum telah memiliki legitimasi 

penuh untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tetapi efektivitasnya 

ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, manajemen perkara, serta 

edukasi masyarakat. Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek 

tersebut, perluasan kewenangan hanya akan memperbanyak perkara 

masuk tanpa meningkatkan kualitas penyelesaian. Dalam konteks ini, 

masalahnya bukan lagi legal-formal, melainkan institusional atau sistem 

diberi tanggung jawab besar tanpa alat yang memadai untuk 

menunaikannya. 

B. Perlindungan Hukum 

1. Konsep Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari 

kebutuhan dasar untuk membatasi kekuasaan serta melindungi dan 

menjaga martabat manusia. Tanpa perlindungan, hukum berubah menjadi 

 
34 Ummi A_zma_, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Be_ka_si,” 

Nura_ni: Jurna_l Ka_jia_n Sya_ri’a_h Da_n Ma_sya_ra_ka_t Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 219-234, dia_kse_s pa_da_ 

ta_ngga_l 31/01/2026, pukul 03:48 WIB. 
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alat kontrol semata, bukan instrumen keadilan. Pada titik paling dasar, 

gagasan perlindungan hukum berangkat dari pengakuan bahwa setiap 

manusia pada dasarnya sudah memiliki hak-hak yang melekat sejak ia 

dilahirkan, dan hak tersebut bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara, 

melainkan diakui dan dijamin oleh negara. Hak-hak inilah yang menjadi 

alasan utama mengapa hukum dibentuk: bukan untuk memperkuat 

penguasa, tetapi untuk mencegah manusia dirugikan oleh tindakan 

sewenang-wenang pihak lain, termasuk oleh negara itu sendiri.35 

Konsep hak-hak dasar manusia berkembang dalam doktrin hak 

asasi manusia yang menempatkan setiap individu sebagai subjek utama 

dalam hukum. Di dalamnya, terdapat hak untuk hidup, mendapatkan 

keadilan, memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta hak 

atas kepastian hukum merupakan fondasi dari setiap sistem hukum 

modern. Tanpa pengakuan atas hak-hak tersebut, relasi sosial akan 

didominasi oleh kekuatan dan kepentingan sepihak. Oleh karena itu, hak 

dasar manusia bukan sekadar klaim moral, tetapi menjadi standar normatif 

yang mengikat pembentuk dan pelaksana hukum dalam setiap tindakan 

dan kebijakannya.36 

 
35 Fe_nny Binta_ra_wa_ti da_n Da_ud Risma_na_, “E_fe_ktifita_s Unda_ng-Unda_ng Pe_rlindunga_n 

Konsume_n Da_la_m Me_mbe_rika_n Pe_rlindunga_n Hukum Ba_gi Pe_ngguna_ E_-Comme_rce_ di E_ra_ E_konomi 

Digita_l,” Risa_la_h Hukum Vol. 20, No. 2, 2024, hlm. 102-112, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 31/01/2026, 

pukul 06:14 WIB. 
36 Jh Sina_ula_n, “Pe_rlindunga_n Hukum Te_rha_da_p Wa_rga_ Ma_sya_ra_ka_t,” Ide_a_s: Jurna_l 

Pe_ndidika_n, Sosia_l, Da_n Buda_ya_ Vol. 4, No. 1, 2018, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 31/01/2026, pukul 09:02 

WIB. 
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Ketika hak-hak dasar tersebut diakui, maka timbul konsekuensi 

logis bahwa harus ada mekanisme untuk menjaganya. Di sinilah hukum 

berperan sebagai instrumen perlindungan. Hukum tidak hanya 

menetapkan aturan perilaku, tetapi juga menyediakan jaminan, prosedur, 

dan sanksi untuk mencegah pelanggaran hak. Tanpa perangkat hukum, hak 

hanya menjadi pernyataan ideal tanpa daya paksa. Dengan kata lain, 

hukum mengubah hak yang bersifat abstrak menjadi perlindungan yang 

konkret melalui pengaturan kewajiban, pembatasan kekuasaan, serta 

pemberian akses penyelesaian sengketa. 

Perlindungan hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu 

preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran hak, misalnya melalui aturan hukum, pengawasan, 

dan prosedur administrasi yang berjalan dengan tertib. Sementara 

perlindungan represif berfungsi memulihkan hak yang telah dilanggar 

melalui mekanisme peradilan, ganti kerugian, atau sanksi terhadap pelaku 

pelanggaran. Tanpa kombinasi keduanya, sistem hukum menjadi timpang: 

hanya menghukum setelah terjadi kerugian tanpa pencegahan, atau hanya 

membuat aturan tanpa kemampuan menegakkan.37 

Sejumlah ahli hukum memberikan landasan teoritis mengenai 

tujuan hukum sebagai dasar perlindungan tersebut. Menurut Satjipto 

Rahardjo, hukum seharusnya benar-benar hadir sebagai sarana untuk 

 
37 Ba_rza_h La_tupono, “Pe_rlindunga_n Hukum da_n Ha_k A_sa_si Ma_nusia_ Te_rha_da_p Pe_ke_rja_ 

Kontra_k (Outsourcing) Di Kota_ A_mbon,” Sa_si Vol. 17, No. 3, 2011, hlm. 59–69, dia_kse_s pa_da_ 

ta_ngga_l 31/01/2026, pukul 11:36 WIB. 
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melindungi manusia beserta segala kepentingannya, bukan sebaliknya 

manusia dipaksa tunduk pada formalitas hukum. Pandangan ini 

menempatkan hukum sebagai sarana pembebasan dan perlindungan sosial. 

Philipus M. Hadjon secara khusus perlindungan hukum dapat diartikan 

sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan akibat 

tindakan pemerintah, baik melalui mekanisme pencegahan maupun 

penyelesaian sengketa. Pendapat ini menekankan bahwa fungsi hukum 

terutama adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak melampaui batas 

kewenangannya.38 

Sementara itu, menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga 

tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi 

masyarakat. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi dalam kerangka 

perlindungan hukum. Keadilan memastikan setiap orang diperlakukan 

secara layak, kepastian hukum menjamin prediktabilitas dan keamanan 

hak, sedangkan kemanfaatan memastikan hukum benar-benar berdampak 

positif bagi masyarakat. Tanpa keseimbangan ketiganya, perlindungan 

hukum hanya menjadi slogan normatif tanpa efektivitas nyata. 

Dengan demikian, perlindungan hukum pada hakikatnya 

merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap hak dasar manusia. 

Hak menuntut jaminan, dan jaminan hanya mungkin ada melalui hukum 

yang berfungsi membatasi kekuasaan, mengatur perilaku, serta 

 
38 Cha_ndra_ A_di Guna_wa_n Putra_, I. Nyoma_n Putu Budia_rtha_, A_nd Ni Ma_de_ Puspa_suta_ri 

Ujia_nti, “Pe_rlindunga_n Hukum Te_rha_da_p Konsume_n Da_la_m Pe_rsfe_ktif Ke_sa_da_ra_n Hukum 

Ma_sya_ra_ka_t,” Jurna_l Konstruksi Hukum Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 13–19, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 

31/01/2026, pukul 14:19 WIB. 
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menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika hukum gagal 

melindungi, maka ia kehilangan legitimasi moralnya. Artinya, ukuran 

keberhasilan suatu sistem hukum bukan banyaknya aturan yang dibuat, 

melainkan sejauh mana hak-hak individu benar-benar terlindungi dalam 

praktik kehidupan sehari-hari.39 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya 

adalah upaya untuk melindungi hak-hak warga negara agar tidak dirugikan 

oleh tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa 

maupun pihak lainnya, yang pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau 

sesudah terjadinya pelanggaran. Pemikiran ini menegaskan bahwa hukum 

tidak boleh bersifat reaktif semata, karena jika hukum baru bekerja setelah 

kerugian muncul, maka fungsi perlindungannya sudah terlambat. 

Perlindungan yang efektif justru menuntut pencegahan sejak awal agar 

konflik tidak berkembang menjadi sengketa.40 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan 

yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak 

awal, sebelum suatu tindakan atau keputusan menimbulkan kerugian 

bagi pihak tertentu. Fokus utamanya adalah pengendalian kekuasaan 

 
39 Ghina_ Na_bila_h e_t a_l, “Pe_rlindunga_n Hukum Ba_gi Korba_n Ke_ke_ra_sa_n Se_ksua_l: Upa_ya_ 

Pe_muliha_n Da_n Ha_k Priva_si Korba_n Ke_ke_ra_sa_n Se_ksua_l Di E_ra_ Disrupsi Digita_l,” Pa_dja_dja_ra_n La_w 

Re_vie_w Vol. 10, No. 1,  2022, hlm. 79-96, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 31/01/2026, pukul 18:07 WIB. 
40 Husnul Kha_tima_h, “Pe_rlindunga_n Hukum Te_rha_da_p Konsume_n Da_la_m Tra_nsa_ksi Jua_l Be_li 

Online_ Di A_plika_si La_za_da_ Da_n Shope_e_,” Le_x La_ta_, A_he_a_d Of Print, 2022, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 

01/02/2026, pukul 00:09 WIB.  
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melalui aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan. Dalam 

kerangka ini, hukum berfungsi sebagai pagar pembatas agar setiap 

tindakan pemerintah atau individu tetap berada dalam koridor yang 

sah.41 Bentuk preventif dapat dilihat melalui pengaturan norma yang 

jelas, transparansi prosedur, pemberian kesempatan bagi masyarakat 

untuk menyampaikan keberatan, serta adanya mekanisme 

administratif seperti konsultasi, peringatan, atau upaya keberatan 

sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Dengan adanya langkah-

langkah tersebut, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan 

sejak dini. Artinya, perlindungan ini bersifat proaktif karena berusaha 

menutup celah pelanggaran, bukan sekadar menindak akibatnya. 

Secara rasional, perlindungan preventif lebih efisien dibanding 

represif. Mencegah kerugian selalu lebih murah dan lebih adil 

daripada memperbaiki kerugian yang sudah terjadi. Jika hukum hanya 

mengandalkan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka masyarakat 

tetap menanggung beban waktu, biaya, dan ketidakpastian. Oleh 

sebab itu, sistem hukum yang baik seharusnya memperkuat instrumen 

pencegahan sebelum konflik muncul.42 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 
41 Ke_tut Yugi Pa_ulus M. E_llie_k, Rude_pe_l Pe_trus Le_o, da_n De_ddy R. Ch Ma_na_fe_, “Fa_ktor-

Fa_ktor Pe_ndorong Da_n Be_ntuk Pe_rlindunga_n Hukum Te_rha_da_p Pe_ga_wa_i Kope_ra_si Ha_ria_n Korba_n 

Tinda_k Pida_na_ Ke_ke_ra_sa_n Ya_ng Dila_kuka_n Konsume_n Da_la_m Me_nja_la_nka_n Tuga_s Pe_na_giha_n Di 

Kota_ Kupa_ng,” A_lia_nsi: Jurna_l Hukum, Pe_ndidika_n Da_n Sosia_l Huma_niora_ Vol. 2, No. 1, 2025, 182-

193, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 01/02/2026, pukul 02:41 WIB. 
42 Muha_mma_d Irfa_n Re_za_ Ma_he_ndra_ A_nd Je_a_ne_ Ne_ltje_, “Pe_rlindunga_n Hukum Pre_ve_ntif Da_n 

Re_pre_sif Te_rha_da_p Pe_rbua_ta_n Pla_gia_risme_ Cipta_a_n La_gu A_ta_u Musik,” Nusa_nta_ra_ : Jurna_l Ilmu 

Pe_nge_ta_hua_n Sosia_l Vol. 10, No. 4, 2023, 1687-1691, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 01/02/2026, pukul 05:23 

WIB. 
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Berbeda dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif, 

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani dan 

menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi. Mekanisme ini 

bekerja setelah hak seseorang dirugikan, dengan tujuan memulihkan 

keadaan atau memberikan keadilan melalui sanksi. Perlindungan 

represif umumnya diwujudkan dalam proses peradilan, baik melalui 

gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun sengketa administrasi.43 

Melalui mekanisme represif, pihak yang dirugikan diberi akses untuk 

menuntut haknya, meminta ganti kerugian, atau membatalkan 

tindakan yang melawan hukum. Pengadilan berperan sebagai wasit 

yang menilai legalitas tindakan dan menentukan konsekuensi hukum. 

Dengan demikian, perlindungan represif menjadi sarana korektif 

untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat 

pelanggaran. Namun perlu disadari, perlindungan represif selalu 

bersifat “terlambat” secara faktual. Kerugian sudah terjadi, waktu dan 

biaya sudah terbuang, dan hubungan para pihak sering kali sudah 

rusak. Artinya, mekanisme ini penting tetapi bukan solusi ideal. Jika 

suatu sistem hukum terlalu bergantung pada represif, itu menandakan 

bahwa fungsi pencegahannya lemah. 

Perlindungan hukum preventif dan represif bukanlah pilihan yang 

berdiri sendiri, melainkan dua sisi dari sistem yang sama. Preventif 

 
43 Ze_nnia_ A_lma_ida_ da_n  Mocha_mma_d Na_jib Ima_nulla_h, “Pe_rlindunga_n Hukum Pre_ve_ntif Da_n 

Re_pre_sif Ba_gi Pe_ngguna_ Ua_ng E_le_ktronik Da_la_m Me_la_kuka_n Tra_nsa_ksi Tol Nontuna_i,” Jurna_l Priva_t 

La_w Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 218-226, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 00:22 WIB.  
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berfungsi mencegah konflik, sedangkan represif menyelesaikan konflik 

yang tidak dapat dihindari. Keduanya harus berjalan seimbang. Sistem 

yang hanya preventif tanpa represif akan lemah dalam penegakan, 

sedangkan sistem yang hanya represif tanpa preventif akan dipenuhi 

sengketa tanpa akhir. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum 

tidak ditentukan oleh banyaknya aturan atau banyaknya putusan 

pengadilan, melainkan oleh kemampuan hukum meminimalkan 

pelanggaran sekaligus menyediakan penyelesaian yang adil ketika 

pelanggaran tetap terjadi. Jika pencegahan gagal dan penyelesaian lambat, 

maka klaim “perlindungan hukum” sebenarnya kosong.44 

C. Kepastian Hukum 

1. Konsep Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merefleksikan kemampuan individu dalam 

memproyeksikan konsekuensi yuridis dari setiap tindakan yang dilakukan. 

Dalam kerangka hukum, kepastian menuntut agar setiap norma 

dirumuskan secara tegas, sistematis, dan tidak membuka peluang 

multitafsir, sehingga batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang 

dilarang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Harapan publik 

terhadap hukum tidak hanya terletak pada keberadaannya sebagai aturan 

tertulis, tetapi juga pada konsistensi penerapannya dalam menyelesaikan 

peristiwa konkret. Prinsip fiat justitia et pereat mundus menegaskan 

 
44 Ya_ya_n A_gus Siswa_nto, Fa_ja_r Ra_chma_d Dwi Mia_rsa_, A_nd Sudjiono, “Upa_ya_ Pre_ve_ntif 

Se_ba_ga_i Be_ntuk Pe_rlindunga_n Hukum Da_ri Ke_ja_ha_ta_n Ke_ke_ra_sa_n Se_ksua_l Pa_da_ A_na_k:,” Jurna_l 

Kola_bora_tif Sa_ins Vol. 7, No. 5, 2024, hlm. 1651–1667, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 29/01/2026, pukul 

01:47 WIB. 
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bahwa penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apa pun, 

sebagai wujud komitmen terhadap kepastian yang menjadi landasan utama 

dalam sistem hukum.45  

Kepastian hukum juga memiliki fungsi protektif bagi setiap pencari 

keadilan, terutama dalam mencegah terjadinya tindakan sewenang-

wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Perlindungan ini 

memberikan jaminan bahwa setiap individu memperoleh haknya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam situasi tertentu. Keberadaan 

kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, karena 

tanpa kepastian tersebut kehidupan sosial akan berjalan tanpa arah yang 

jelas. Hukum dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai alat pengendali, 

tetapi juga sebagai instrumen yang menciptakan keteraturan dan stabilitas 

sosial. 

Keterkaitan antara kepastian hukum dan keteraturan sosial 

menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam praktik 

kehidupan bermasyarakat. Norma hukum yang tidak memiliki kepastian 

akan kehilangan daya mengikatnya, karena tidak mampu dijadikan 

pedoman dalam bertindak. Kepastian hukum menjadi inti dari terciptanya 

keteraturan, sebab melalui kepastian tersebut masyarakat dapat memahami 

batasan perilaku yang diperkenankan. Kondisi ini mendorong terciptanya 

rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, 

 
45 Sudikno Me_rtokusumo, Me_nge_na_l Hukum: Sua_tu Pe_nga_nta_r, Yogya_ka_rta_, Libe_rty, 2005, 

hlm. 145. 
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tujuan hukum tidak hanya berorientasi pada keadilan, tetapi juga pada 

terwujudnya kepastian yang mendukung efektivitas penerapan hukum 

dalam kehidupan sosial.46 

2. Jaminan Kepastian Hukum dan Syarat Pembentukan 

Terwujudnya kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas 

negara dalam menyediakan perangkat hukum yang memadai serta 

kemampuan institusi dalam menegakkan aturan secara efektif. Hukum 

yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara merupakan 

prasyarat penting dalam menciptakan kepastian. Karakter umum tersebut 

memberikan keseragaman dalam penerapan aturan, meskipun dalam 

praktiknya dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip keadilan yang 

menekankan perlakuan proporsional sesuai dengan kondisi masing-

masing individu (suum cuique tribuere).47 Perbedaan sifat antara kepastian 

yang bersifat universal dan keadilan yang cenderung individual menuntut 

adanya keseimbangan agar kedua tujuan hukum tersebut dapat tercapai 

secara harmonis.48 Pembentukan kepastian hukum melalui peraturan 

perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Nur Hasan Ismail, 

memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan 

struktur internal norma hukum. Syarat tersebut menjadi dasar penting 

dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi 

 
46 Ibid. 
47 L.J. va_n A_pe_ldoorn, Pe_nga_nta_r Ilmu Hukum, Ja_ka_rta_, Pra_dnya_ Pa_ra_mita_, 2013, hlm. 24-

25. 
48  Nur Ha_sa_n Isma_il, Pe_rke_mba_nga_n Hukum Pe_rta_na_ha_n: Pe_nde_ka_ta_n E_konomi-Politik, 

Yogya_ka_rta_, HUMA_ da_n Ma_giste_r Hukum UGM, 2007, hlm. 41. 
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juga efektif dalam implementasinya. Adapun syarat-syarat tersebut 

meliputi:49  

a. Kejelasan konsep yang digunakan, yaitu bahwa norma hukum 

memuat gambaran mengenai perilaku tertentu yang kemudian 

dirumuskan ke dalam suatu konsep yang jelas dan terstruktur. 

b. Kejelasan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-

undangan. Hal ini penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya 

serta mengikat atau tidaknya suatu peraturan yang dibuat. Dengan 

adanya kejelasan hierarki, akan terlihat lembaga mana yang 

berwenang membentuk jenis peraturan tertentu. 

c. Adanya konsistensi dalam norma hukum perundang-undangan, yaitu 

ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan yang mengatur satu hal 

yang sama tidak saling bertentangan satu sama lain.  

Pandangan Gustav Radbruch menekankan pentingnya kepastian 

hukum sebagai prasyarat terciptanya ketertiban dalam negara. Hukum 

positif tetap harus ditaati sebagai bentuk komitmen terhadap stabilitas 

sosial, meskipun dalam penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan 

keadilan ideal. Sementara itu, Van Apeldoorn mengemukakan bahwa 

kepastian hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu: 50 

 
49 Ma_rgono, op cit. hlm. 116. 
50 Huijbe_rs, Filsa_fa_t Hukum da_la_m Linta_sa_n Se_ja_ra_h, Yogya_ka_rta_, Ka_nisius, 1982, hlm. 

165. 
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a. Kemampuan untuk menentukan hukum dalam suatu peristiwa 

konkret, sehingga pihak yang berperkara dapat mengetahui terlebih 

dahulu norma yang akan diterapkan terhadap kasus yang dihadapi. 

b. Jaminan keamanan hukum, yang memberikan perlindungan terhadap 

kemungkinan tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam proses 

penegakan hukum oleh aparat maupun hakim. 

Kepastian hukum secara konseptual dapat dipahami sebagai 

kondisi di mana setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun masyarakat, didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penerapan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan 

subjektif atau situasi tertentu yang bersifat temporer. Sistem hukum yang 

menjamin kepastian harus disusun secara sistematis, didukung oleh 

prosedur yang transparan, serta diterapkan secara konsisten dalam jangka 

waktu yang berkelanjutan. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat 

untuk merencanakan berbagai aktivitas tanpa kekhawatiran terhadap 

perubahan aturan yang tidak terduga. 

Konsensus para ahli menunjukkan bahwa kepastian hukum 

merupakan bentuk jaminan nyata bagi setiap individu dalam memperoleh 

perlindungan hukum. Jaminan tersebut mencakup perlindungan terhadap 

hak-hak dasar, kesetaraan di hadapan hukum, serta kepastian mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah ditentukan. 

Keberadaan kepastian hukum memberikan rasa aman sekaligus 

memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena individu 
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tidak lagi bergantung pada faktor subjektif seperti relasi kekuasaan atau 

tekanan politik. Tanpa adanya jaminan tersebut, hukum kehilangan 

fungsinya sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan keadilan. 

Kepastian hukum pada akhirnya harus dipandang sebagai fondasi 

utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan 

teratur. Hukum memperoleh makna ketika mampu memberikan 

prediktabilitas, konsistensi, dan keandalan bagi seluruh warga negara. 

Ketidakkonsistenan dalam peraturan, perubahan norma yang tidak terarah, 

serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan berpotensi meruntuhkan 

kepastian hukum dan mengurangi legitimasi sistem hukum. Kondisi 

tersebut dapat menggeser peran hukum dari alat perlindungan menjadi 

sumber ketidakpastian, sehingga yang dominan bukan lagi hukum, 

melainkan kekuasaan yang tidak terkendali.51 

D. Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama 

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa di bidang ekonomi 

syariah pada dasarnya lebih menekankan pada prinsip ishlah, yakni upaya 

perdamaian antara para pihak yang berselisih atau penyelesaian melalui 

musyawarah yang bertujuan memulihkan hubungan baik antar pihak tanpa 

menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Islam menempatkan 

perdamaian sebagai solusi utama karena dianggap lebih sesuai dengan 

 
51 Ha_sa_ziduhu Moho, “Pe_ne_ga_ka_n Hukum di Indone_sia_ Me_nurut A_spe_k Ke_pa_stia_n Hukum, 

Ke_a_dila_n Da_n Ke_ma_nfa_a_ta_n,” Wa_rta_ Dha_rma_wa_ngsa_ Vol. 13, No. 1,  2019, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 

29/01/2026, pukul 03:15 WIB. 
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nilai keadilan substantif dan ukhuwah. Proses litigasi dipandang sebagai 

langkah terakhir apabila upaya damai tidak berhasil.52 Konsep ini 

menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan penyelesaian yang 

humanis dan restoratif, di mana tujuan utamanya bukan memenangkan 

salah satu pihak, melainkan menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi 

semua pihak. Dalam hukum nasional, sengketa ekonomi syariah 

diselesaikan oleh Peradilan Agama karena undang-undang telah 

memberikan kewenangan absolut kepada lembaga tersebut untuk 

menanganinya. Dengan kata lain, jika penyelesaian secara non-litigasi 

tidak berhasil, para pihak masih dapat membawa perkaranya ke 

Pengadilan Agama agar mendapatkan putusan yang bersifat mengikat. 

Mekanisme ini memberikan kepastian hukum karena sengketa 

diselesaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi. Pendekatan 

ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengintegrasikan prinsip syariah 

ke dalam sistem peradilan negara, sehingga terdapat jembatan antara 

norma agama dan norma positif.53 

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan 

sederhana diawali dengan pendaftaran perkara secara elektronik, 

dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim untuk 

memastikan bahwa perkara memenuhi kriteria sederhana baik dari segi 

 
52 A_hma_d Khotibul Uma_m, “Hukum Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h di Indone_sia_,” 

Risâla_h Jurna_l Pe_ndidika_n Da_n Studi Isla_m,  Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 1-15. 
53 E_lfa_ A_wa_lnia_ Moe_ne_k e_t a_l., “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Di Indone_sia_: 

A_na_lisis E_fe_ktivita_s Le_mba_ga_ Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_,” A_l-Za_yn : Jurna_l Ilmu Sosia_l & Hukum Vol. 

3, No. 2, 2025, hlm. 291-297. 
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nilai maupun kompleksitas pembuktian. Setelah dinyatakan memenuhi 

syarat, perkara diperiksa oleh hakim tunggal dengan prosedur yang 

dipersingkat dan batas waktu penyelesaian yang ketat, sehingga proses 

berjalan lebih cepat dibandingkan gugatan biasa.54 Selama pemeriksaan, 

hakim tetap mengupayakan perdamaian dan melakukan pembuktian secara 

ringkas tanpa tahapan berlarut seperti replik dan duplik panjang. Putusan 

kemudian disampaikan secara elektronik melalui sistem e-court, sehingga 

para pihak segera memperoleh kepastian hukum. Mekanisme ini pada 

akhirnya dirancang untuk memastikan bahwa sengketa ekonomi syariah 

bernilai kecil dapat diselesaikan secara cepat, efisien, dan proporsional 

tanpa mengorbankan keadilan prosedural. 

2. Gugatan Sederhana dan Hukum Acara Sederhana 

Pada dasarnya, gugatan sederhana adalah sebuah cara atau 

mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur 

khusus yang dirancang untuk menangani perkara-perkara dengan nilai 

materiil terbatas dan tingkat kompleksitas pembuktian yang relatif 

sederhana. Sehingga pemeriksaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat, 

sederhana, dan efisien jika dibandingkan dengan proses perdata biasa yang 

umumnya lebih panjang dan sangat formal. Mekanisme ini lahir dari 

kesadaran bahwa sistem peradilan konvensional sering kali terlalu lambat, 

mahal, dan berbelit-belit untuk sengketa bernilai kecil, sehingga justru 

 
54 La_ila_tus Sururiya_h, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Da_la_m Pe_rspe_ktif 

Ke_we_na_nga_n Pe_ra_dila_n A_ga_ma_,” Se_mina_r Na_siona_l Hukum, Sosia_l Da_n E_konomi Vol. 4, No. 1,  

2025, hlm. 150-160. 
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menghalangi masyarakat kecil untuk menuntut haknya karena biaya dan 

waktu yang dibutuhkan tidak seimbang dengan nilai perkara yang sedang 

dipersengketakan.. Dengan demikian, gugatan sederhana bukan sekadar 

variasi teknis dari hukum acara perdata, melainkan instrumen korektif 

yang bertujuan mengatasi ketidakefisienan sistem litigasi biasa yang 

selama ini tidak ramah bagi pencari keadilan skala kecil.55  

Secara konseptual, gugatan sederhana dapat dipahami sebagai 

bentuk penyederhanaan prosedur beracara yang memangkas tahapan-

tahapan yang tidak esensial, seperti pembatasan jumlah pihak, pembatasan 

nilai gugatan, penggunaan hakim tunggal, serta penetapan batas waktu 

penyelesaian perkara secara ketat, sehingga proses peradilan benar-benar 

berfokus pada substansi sengketa tanpa terjebak pada formalitas 

administratif yang berlebihan. Penyederhanaan ini menegaskan bahwa 

tidak semua sengketa harus diperlakukan dengan prosedur yang sama 

rumitnya, karena keadilan juga menuntut proporsionalitas antara 

kompleksitas perkara dan mekanisme penyelesaiannya. 

Pengaturan tentang gugatan sederhana secara resmi ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Kedua aturan tersebut 

memberikan panduan teknis yang cukup lengkap, mulai dari proses 

 
55 E_rna_ Purna_wa_ti, “Pe_ne_ra_pa_n Guga_ta_n Se_de_rha_na_ (Sma_ll Cla_im Court) Da_la_m Pe_nye_le_sa_ia_n 

Pe_rka_ra_ Wa_npre_sta_si di Pe_nga_dila_n Ne_ge_ri Se_long,” Juridica_ : Jurna_l Fa_kulta_s Hukum Unive_rsita_s 

Gunung Rinja_ni Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 17-40.  
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pendaftaran, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga mekanisme upaya 

hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana. Regulasi ini secara 

eksplisit menegaskan bahwa gugatan sederhana merupakan lex specialis 

terhadap hukum acara perdata biasa, sehingga apabila terdapat perbedaan 

prosedur, maka ketentuan khusus gugatan sederhana yang harus 

diutamakan.56 

Keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa penyederhanaan 

proses peradilan tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi disusun secara 

terencana dan sistematis dengan tetap memperhatikan asas sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi prinsip dalam kekuasaan 

kehakiman. Dengan kata lain, gugatan sederhana bukan sekadar kebijakan 

administratif internal, tetapi merupakan kebijakan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat dan harus diterapkan secara konsisten oleh semua 

pengadilan, termasuk pengadilan agama, dalam menangani sengketa 

ekonomi syariah dengan nilai yang relatif kecil.  

Agar suatu perkara bisa diproses melalui mekanisme gugatan 

sederhana, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi dengan 

benar dan tidak boleh diabaikan karena sifat prosedurnya yang khusus dan 

limitatif, sehingga tidak semua sengketa dapat serta-merta dimasukkan ke 

dalam kategori ini. Salah satu syarat utama adalah bahwa objek sengketa 

harus berupa Perkara yang berkaitan dengan pelanggaran janji 

 
56 A_rie_f Wibowo, “Pe_nye_le_sa_ia_n Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Se_ba_ga_i Imple_me_nta_su A_sa_s Pe_ra_dila_n 

Ce_pa_t, Se_de_rha_na_ Da_n Bia_ya_ Ringa_n,” Jurna_l Profil Hukum, Vol.3, No. 3, 2024, hlm. 150–161. 
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(wanprestasi) atau tindakan melawan hukum, yang disertai tuntutan ganti 

rugi dalam bentuk nilai materiil yang dibatasi sampai jumlah tertentu 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan, sehingga hanya sengketa dengan 

nilai relatif kecil yang layak diperiksa melalui prosedur cepat ini. 

Pembatasan nilai tersebut bertujuan menjaga proporsionalitas antara beban 

proses dan nilai perkara, agar mekanisme sederhana tidak disalahgunakan 

untuk sengketa besar yang memerlukan pemeriksaan kompleks.57 

Selain itu, jumlah pihak dalam perkara dibatasi hanya satu 

penggugat dan satu tergugat, kecuali jika mereka memiliki kepentingan 

hukum yang sama. Para pihak juga harus berdomisili di wilayah hukum 

yang sama, sehingga proses pemanggilan dan pemeriksaan bisa berjalan 

lebih efektif tanpa terkendala jarak atau lokasi. Syarat lainnya adalah 

tergugat harus memiliki alamat yang jelas, karena mekanisme gugatan 

sederhana tidak mengenal proses pemanggilan yang rumit seperti perkara 

biasa. Seluruh syarat formil tersebut menunjukkan bahwa gugatan 

sederhana hanya diperuntukkan bagi perkara yang secara administratif 

mudah ditangani dan secara substansi tidak memerlukan pembuktian yang 

berbelit-belit.58 

Secara praktis, keberadaan gugatan sederhana memberikan 

manfaat yang sangat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pencari 

 
57 Ca_kra_ Wira_ Pe_rsa_da_ da_n A_ndy Pa_nroy T. Zulka_rna_e_n, “Re_forma_si Pe_ra_dila_n Pe_rda_ta_ di 

Indone_sia_: E_fe_ktivita_s Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Da_la_m Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_,” Jurna_l Pe_ndidika_n 

Indone_sia_ Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 1753-1766. 
58 Ne_ve_y Va_rida_ A_ria_ni, “Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Da_la_m Siste_m Pe_ra_dila_n di Indone_sia_,” Jurna_l 

Pe_ne_litia_n Hukum De_ Jure_ Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 381-396. 
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keadilan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini 

kesulitan mengakses pengadilan karena tingginya biaya, lamanya proses, 

serta kerumitan prosedur litigasi biasa. Dengan prosedur yang lebih 

sederhana dan waktu penyelesaian yang lebih singkat, para pihak bisa 

mendapatkan putusan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini membuat 

kepastian hukum dapat segera tercapai tanpa harus menunggu lama, 

seperti berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebagaimana kerap terjadi 

dalam perkara perdata pada umumnya. Manfaat ini tidak hanya bersifat 

ekonomis, tetapi juga psikologis, karena sengketa yang cepat selesai 

mengurangi beban mental dan konflik berkepanjangan.59 

Dari sudut pandang kelembagaan, gugatan sederhana juga 

membantu pengadilan mengurangi penumpukan perkara, karena sengketa-

sengketa kecil tidak lagi menyita waktu majelis hakim melalui prosedur 

panjang yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan demikian, sumber 

daya peradilan dapat dialokasikan secara lebih efisien untuk menangani 

perkara yang lebih kompleks. Pada akhirnya, tujuan utama gugatan 

sederhana adalah menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif, 

proporsional, dan aksesibel, di mana keadilan tidak lagi menjadi privilese 

bagi mereka yang memiliki waktu dan biaya besar, melainkan hak yang 

benar-benar dapat dijangkau oleh setiap orang. 

 
59 Le_a_ Vista_, Sya_frina_ldi, da_n Ilha_m A_kba_r, “Pe_ra_n Ha_kim Da_la_m Me_la_kuka_n Guga_ta_n 

Se_de_rha_na_ Be_rda_sa_rka_n Pe_ra_tura_n Ma_hka_ma_h A_gung Nomor 4 Ta_hun 2019 (Studi Ka_sus di 

Pe_nga_dila_n Ne_ge_ri Pe_ka_nba_ru),” Jurna_l Ma_ha_siswa_ Fa_kulta_s Sya_ria_h Da_n Hukum Uin Suska_ Ria_u 

Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 158-172. 



 

 

58 

 

Adapun tahapan dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dijelaskan kembali sebagai berikut: 60 

a. Pendaftaran perkara oleh pihak yang mengajukan gugatan; 

b. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen gugatan sederhana; 

c. Penetapan hakim yang akan memeriksa perkara serta penunjukan 

panitera pengganti; 

d. Dilakukannya pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kelayakan 

perkara; 

e. Penentuan hari sidang sekaligus pemanggilan para pihak; 

f. Pelaksanaan persidangan dengan terlebih dahulu mengupayakan 

perdamaian; 

g. Tahap pembuktian oleh para pihak; 

h. Pembacaan putusan oleh hakim 

Tahapan dalam gugatan sederhana diawali ketika pihak penggugat 

mendaftarkan perkaranya ke kepaniteraan perdata di pengadilan setempat 

dengan cara mengisi formulir (blanko) gugatan yang telah disediakan. 

Dalam formulir tersebut, penggugat perlu mencantumkan beberapa hal 

penting, yaitu: 

a. Identitas lengkap pihak penggugat dan tergugat 

b. Uraian singkat mengenai permasalahan yang terjadi (duduk perkara) 

c. Tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat 

 
60 E_mna_ A_ulia_, Upa_ya_ Hukum Ke_be_ra_ta_n da_ri Te_rguga_t da_la_m Guga_ta_n Se_de_rha_na_, 

Ba_ndung, Nusa_ Me_dia_, 2019, hlm. 85. 
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Selain itu, penggugat juga diwajibkan melampirkan bukti surat 

yang telah dilegalisir. Seluruh ketentuan terkait pendaftaran gugatan di 

kepaniteraan diatur dalam Pasal 7 PERMA tentang Gugatan Sederhana. 

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh panitera, 

yaitu untuk menilai apakah gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Apabila gugatan tidak 

memenuhi persyaratan tersebut, maka akan dikembalikan. Namun, jika 

telah memenuhi syarat, gugatan akan dicatat dalam buku register khusus 

gugatan sederhana. Setelah pencatatan, Ketua Pengadilan akan 

menetapkan besaran panjar biaya perkara yang harus dibayarkan oleh 

penggugat. Jika penggugat tidak mampu membayar, ia dapat mengajukan 

permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Ketentuan 

mengenai tahapan ini diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 8 PERMA 

Gugatan Sederhana. 

Tahap ketiga adalah penetapan hakim serta penunjukan panitera 

pengganti. Pada tahap ini, Ketua Pengadilan akan menunjuk seorang 

hakim untuk menangani perkara gugatan sederhana, dan hakim yang 

ditunjuk tersebut merupakan hakim tunggal. Di sisi lain, panitera juga 

akan menetapkan panitera pengganti yang bertugas membantu hakim 

selama proses pemeriksaan perkara. Seluruh proses ini harus dilakukan 

paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari. Ketentuan mengenai tahap ini 

diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 1 angka 3 dan Pasal 10 PERMA tentang 

Gugatan Sederhana. Setelah hakim tunggal ditetapkan, hakim kemudian 
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melakukan pemeriksaan awal atau pemeriksaan pendahuluan (dismissal 

process) terhadap materi gugatan. Dalam tahap ini, hakim menilai apakah 

gugatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

dan Pasal 4. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah 

pembuktian dalam perkara tersebut tergolong sederhana atau tidak. 

Pada tahap akhir, hakim akan menilai apakah gugatan yang 

diajukan memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana atau tidak. Jika 

ternyata tidak memenuhi syarat, hakim akan menetapkan bahwa perkara 

tersebut bukan termasuk gugatan sederhana. Akibatnya, gugatan akan 

dicoret dari daftar perkara dan sisa biaya yang telah dibayarkan akan 

dikembalikan kepada penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak tersedia 

upaya hukum lanjutan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam 

Pasal 11 PERMA Gugatan Sederhana. Sementara itu, apabila gugatan 

dinilai memenuhi syarat, maka perkara akan dilanjutkan dengan 

penetapan hari sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA. 

Setelah hari sidang ditentukan, hakim akan memanggil para pihak untuk 

hadir pada sidang pertama. Adapun ketentuan mengenai kehadiran para 

pihak diatur dalam Pasal 13 PERMA Gugatan Sederhana yakni :61 

a. Jika penggugat tidak datang pada sidang pertama tanpa alasan yang 

jelas, maka gugatan dianggap gugur. 

b. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, pengadilan akan 

memanggilnya kembali secara resmi untuk sidang berikutnya. 

 
61 Ibid, hlm. 88. 
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c. Jika tergugat tetap tidak hadir pada sidang kedua, hakim dapat 

langsung memutus perkara tersebut. Namun, tergugat masih memiliki 

hak untuk mengajukan keberatan atas putusan itu. 

d. Jika tergugat hadir pada sidang pertama tetapi tidak datang pada 

sidang kedua tanpa alasan yang sah, maka perkara tetap akan diperiksa 

dan diputus oleh hakim secara kontradiktor (dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak). 

Hakim juga memiliki peran aktif dalam mendorong terwujudnya 

perdamaian, termasuk dengan menyarankan agar para pihak menempuh 

penyelesaian di luar persidangan. Namun, karena ketentuan perdamaian 

dalam PERMA tentang Gugatan Sederhana tidak mengikuti aturan 

Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, maka mediasi dalam 

perkara gugatan sederhana pada dasarnya tidak bersifat wajib. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh kewajiban hakim untuk memperhatikan batas 

waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) 

PERMA Gugatan Sederhana, yaitu maksimal 25 (dua puluh lima) hari. 

Jika mediasi tetap dilakukan, dikhawatirkan akan memerlukan waktu 

yang cukup lama dan menghambat penyelesaian perkara secara cepat. 

Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, hakim 

akan menuangkannya dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian yang 

bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap putusan ini tidak 

tersedia upaya hukum apa pun. Namun, jika perdamaian dicapai di luar 

persidangan, kesepakatan tersebut wajib dilaporkan kepada hakim agar 
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dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara. Apabila tidak 

dilaporkan, maka hakim tidak terikat pada hasil perdamaian tersebut. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 PERMA Gugatan Sederhana. 

Sebaliknya, jika upaya perdamaian tidak berhasil, proses persidangan 

akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan dan 

jawaban dari tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERMA 

Gugatan Sederhana..  

Dalam pemeriksaan gugatan sederhana, para pihak tidak 

diperbolehkan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, 

intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan. Ketentuan ini diatur 

dalam Pasal 17 PERMA tentang Gugatan Sederhana. Apabila gugatan 

diakui atau tidak dibantah oleh pihak tergugat, maka proses pembuktian 

tidak diperlukan. Namun, jika gugatan tersebut dibantah, hakim akan 

melanjutkan ke tahap pembuktian dengan berpedoman pada hukum 

acara perdata yang berlaku, baik terkait prinsip, tata cara, batas minimal 

alat bukti, maupun kekuatan pembuktiannya, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 18 PERMA Gugatan Sederhana. Dalam hal ini, penggugat 

berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat juga 

wajib membuktikan bantahannya. Pembebanan pembuktian tersebut 

dilakukan secara adil dan patut (billijkheid) sesuai dengan kedudukan 

masing-masing pihak dalam perkara. 

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilakukan, hakim 

akan menarik kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam sebuah 
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putusan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum. Selain itu, hakim juga berkewajiban untuk memberitahukan 

kepada para pihak mengenai hak mereka untuk mengajukan keberatan 

apabila tidak menerima atau merasa tidak puas terhadap putusan 

tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PERMA tentang Gugatan 

Sederhana. Apabila salah satu pihak tidak hadir saat pembacaan putusan, 

maka jurusita akan menyampaikan pemberitahuan isi putusan tersebut 

paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.  

3. Upaya Hukum Keberatan 

Mekanisme penyelesaian dalam gugatan sederhana memberikan 

ruang upaya hukum yang terbatas bagi para pihak yang berperkara. Pihak 

yang tidak menerima hasil putusan hakim hanya dapat menempuh satu 

jalur hukum, yaitu melalui pengajuan keberatan. Ketentuan tersebut secara 

normatif diatur dalam Pasal 21 PERMA tentang Gugatan Sederhana yang 

menegaskan bahwa keberatan merupakan satu-satunya instrumen koreksi 

terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Proses pengajuan keberatan 

diawali dengan permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh 

putusan hakim. Permohonan tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan atau sejak 

diterimanya pemberitahuan putusan oleh pihak yang bersangkutan. 

Kewajiban pemenuhan batas waktu ini mencerminkan prinsip peradilan 

cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi karakteristik utama 

gugatan sederhana. Pengajuan keberatan dilakukan melalui pengisian 
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formulir resmi yang tersedia pada kepaniteraan perdata di pengadilan 

negeri setempat. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu yang telah 

ditentukan berimplikasi pada tidak diterimanya permohonan tersebut, 

yang dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan disertai surat 

keterangan dari panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PERMA 

Gugatan Sederhana. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) menegaskan peran 

kepaniteraan dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas 

permohonan keberatan beserta memori keberatan, sehingga menjamin 

bahwa setiap permohonan yang diproses telah memenuhi persyaratan 

administratif yang berlaku. 

Pemenuhan kelengkapan dokumen menjadi tahapan penting 

sebelum proses keberatan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah berkas 

permohonan dan memori keberatan dinyatakan lengkap, pemohon 

diwajibkan menandatangani akta pernyataan keberatan sebagai bentuk 

pengesahan formal atas permohonannya. Selanjutnya, akta tersebut beserta 

memori keberatan wajib disampaikan kepada pihak termohon dalam 

waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh 

pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA Gugatan 

Sederhana. Penyampaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan 

yang seimbang kepada pihak termohon dalam memberikan tanggapan. 

Termohon memiliki hak untuk mengajukan kontra memori keberatan 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan 

diterima. Pengajuan kontra memori dilakukan melalui mekanisme 
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administratif yang sama, yaitu dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan oleh kepaniteraan perdata, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) 

juncto Pasal 23 ayat (2) PERMA Gugatan Sederhana. Seluruh dokumen 

yang berkaitan dengan keberatan kemudian diserahkan kepada panitera 

untuk diproses lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah penetapan majelis 

hakim oleh Ketua Pengadilan, yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari 

setelah berkas dinyatakan lengkap, sehingga memperlihatkan adanya 

efisiensi waktu dalam proses penanganan perkara. 

Komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan keberatan ditentukan 

secara khusus dengan menunjuk hakim senior sebagai ketua majelis, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PERMA tentang Gugatan Sederhana. 

Penunjukan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas penilaian 

hukum terhadap keberatan yang diajukan. Pemeriksaan oleh majelis hakim 

dilakukan dengan pendekatan administratif berbasis dokumen tanpa 

menghadirkan kembali para pihak secara langsung. Fokus pemeriksaan 

terbatas pada dokumen yang telah tersedia dalam berkas perkara, yang 

meliputi:62 

a. Putusan serta dokumen gugatan sederhana 

b. Permohonan keberatan beserta memori keberatan 

c. Tanggapan atas memori keberatan (kontra memori keberatan) 

Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan tersebut menunjukkan 

bahwa proses keberatan dalam gugatan sederhana tidak membuka ruang 

 
62 Ibid, hlm 93. 
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untuk pemeriksaan tambahan atau pembuktian ulang. Ketentuan ini secara 

tegas diatur dalam Pasal 26 PERMA tentang Gugatan Sederhana yang 

menekankan efisiensi prosedural. Konsekuensinya, para pihak tidak lagi 

memiliki kesempatan untuk menghadirkan alat bukti baru atau 

memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim. 

Putusan atas permohonan keberatan wajib dijatuhkan dalam waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan majelis hakim oleh Ketua 

Pengadilan. Setelah putusan diucapkan, pemberitahuan kepada para pihak 

harus dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 27 PERMA 

Gugatan Sederhana. Karakteristik utama dari putusan keberatan adalah 

sifatnya yang final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum 

lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 30 PERMA Gugatan Sederhana. Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya pembatasan akses terhadap tahapan peradilan yang 

lebih tinggi. Implikasi dari ketentuan ini berpotensi menimbulkan 

ketidakseimbangan, khususnya bagi pihak Tergugat yang memiliki 

keterbatasan dalam mengajukan pembuktian secara lebih komprehensif, 

sehingga menimbulkan perdebatan mengenai aspek keadilan substantif 

dalam mekanisme gugatan sederhana. 

4. Perbedaan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana 

Perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa sebenarnya 

tidak sekadar soal istilah atau nama prosedur saja. Lebih dari itu, 
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perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam cara pandang, arah 

kebijakan, dan tujuan pembentukannya dalam keseluruhan sistem 

peradilan perdata. Gugatan biasa dirancang sebagai mekanisme umum 

yang bersifat komprehensif untuk menangani seluruh jenis sengketa 

perdata tanpa pembatasan nilai ataupun kompleksitas, sehingga 

prosedurnya dibuat lengkap, formal, dan terbuka terhadap berbagai 

kemungkinan pembuktian yang rumit. Sebaliknya, gugatan sederhana 

lahir sebagai respons terhadap kelemahan gugatan biasa yang dianggap 

terlalu lambat, mahal, dan tidak proporsional ketika diterapkan pada 

sengketa bernilai kecil, sehingga dibutuhkan jalur khusus yang lebih 

ringkas, cepat, dan efisien agar akses terhadap keadilan tidak terhambat 

oleh beban prosedural yang berlebihan.63 

Secara karakteristik, gugatan biasa cenderung menempatkan 

ketelitian prosedural dan kelengkapan tahapan sebagai prioritas utama, 

dengan asumsi bahwa perkara yang diperiksa memiliki nilai atau 

kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan pemeriksaan mendalam. 

Sementara itu, gugatan sederhana justru menekankan efisiensi dan 

kecepatan, dengan asumsi bahwa sengketa yang ditangani relatif 

sederhana baik dari segi fakta maupun hukum, sehingga tidak memerlukan 

tahapan panjang yang memakan waktu. Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa gugatan biasa berorientasi pada kelengkapan 

 
63 Na_ta_ Sunda_ri da_n Syiha_buddin, “A_na_lisis Prose_s Pe_nye_le_sa_ia_n Pe_rka_ra_ Me_ngguna_ka_n 

Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Pa_da_ Pe_nga_dila_n Ne_ge_ri Ba_le_ Ba_ndung Ke_la_s I A_,” Ke_a_dila_n : Jurna_l Pe_ne_litia_n 

Hukum Da_n Pe_ra_dila_n Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 70–79. 
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prosedur, sedangkan gugatan sederhana berorientasi pada efektivitas 

penyelesaian.64 

Perbedaan umum lainnya juga terlihat dari segi aksesibilitas bagi 

masyarakat. Gugatan biasa umumnya membutuhkan biaya yang lebih 

tinggi, memakan waktu lebih lama, dan mengharuskan pihak yang terlibat 

memahami prosedur hukum yang cukup rumit, sehingga dalam praktiknya 

lebih mudah diakses oleh pihak yang memiliki sumber daya finansial dan 

bantuan kuasa hukum. Sebaliknya, gugatan sederhana dirancang agar lebih 

ramah bagi masyarakat awam, dengan prosedur yang dipermudah, biaya 

lebih ringan, serta waktu penyelesaian yang dibatasi secara ketat, sehingga 

memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap orang untuk 

memperjuangkan haknya tanpa rasa khawatir terhadap proses peradilan 

yang berlarut-larut dan membebani. 

Apabila ditinjau secara khusus dari perspektif hukum acara, 

perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa menjadi jauh lebih 

konkret dan teknis, karena keduanya tunduk pada pola prosedural yang 

berbeda secara signifikan. Gugatan biasa dijalankan dengan tahapan 

hukum acara perdata yang lengkap, dimulai dari pendaftaran perkara, 

pemanggilan para pihak, kewajiban mediasi, hingga pembacaan gugatan, 

jawaban, replik, duplik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, 

musyawarah majelis hakim, dan diakhiri dengan putusan. Seluruh 

 
64 Muha_mma_d Ilha_m A_l Firda_us Lubis, “Pe_nye_le_sa_ia_n Pe_rka_ra_ Pe_rda_ta_ di Pe_nga_dila_n Me_la_lui 

Guga_ta_n Se_de_rha_na_,” Jurna_l Re_ctum: Tinja_ua_n Yuridis Pe_na_nga_na_n Tinda_k Pida_na_ Vol. 5, No. 1, 

2023, hlm. 519-529. 
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rangkaian ini dapat memakan waktu lama karena tidak ada batas waktu 

penyelesaian yang pasti. Di satu sisi, prosedur tersebut memberi 

kesempatan luas bagi para pihak untuk mengemukakan dalil dan 

pembelaan secara rinci, namun di sisi lain justru membuat prosesnya 

menjadi panjang dan kurang efisien.65 

Sebaliknya, gugatan sederhana diatur secara khusus melalui 

regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang 

menyederhanakan berbagai tahapan yang dianggap tidak esensial serta 

menetapkan batas waktu penyelesaian maksimal yang bersifat limitatif. 

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, bukan majelis, sehingga 

proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tidak memerlukan 

musyawarah panjang. Selain itu, tahapan seperti replik, duplik, eksepsi 

yang kompleks, maupun kesimpulan formal sering kali disederhanakan 

atau bahkan dihilangkan, karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan 

efisiensi. 

Perbedaan prosedural juga tampak pada aspek pembatasan nilai 

gugatan dan jumlah pihak. Dalam gugatan biasa, tidak terdapat 

pembatasan nilai materiil perkara maupun jumlah pihak, sehingga 

sengketa yang kompleks dengan banyak subjek hukum tetap dapat 

diperiksa. Sementara dalam gugatan sederhana, nilai gugatan dibatasi pada 

jumlah tertentu, para pihak dibatasi secara ketat, serta tergugat harus 

 
65 Dudung Hida_ya_t, “Imple_me_nta_si Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Me_nurut Pe_rma_ 

No. 1 Ta_hun 2016 Pa_da_ Lingkunga_n Pe_ra_dila_n A_ga_ma_,” Jurna_l Synta_x Tra_nsforma_tion Vol. 3, No. 

11, 2022, hlm. 1508-1524, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 15:17 WIB. 
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memiliki alamat yang jelas, karena prosedur cepat tidak memungkinkan 

mekanisme pemanggilan yang rumit. Pembatasan ini menunjukkan bahwa 

hukum acara gugatan sederhana bersifat eksklusif dan selektif, hanya 

diperuntukkan bagi perkara yang benar-benar sederhana.66 

Selain itu, dari segi upaya hukum pun terdapat perbedaan 

mendasar. Gugatan biasa mengenal tahapan banding, kasasi, bahkan 

peninjauan kembali, yang menyebabkan proses penyelesaian dapat 

berlangsung sangat lama. Sementara gugatan sederhana hanya mengenal 

upaya hukum keberatan dengan tenggang waktu singkat, sehingga putusan 

lebih cepat memperoleh kepastian hukum. Konsekuensinya, sengketa 

tidak berlarut-larut dalam proses berjenjang yang melelahkan.67 

Dengan demikian, secara hukum acara dapat disimpulkan bahwa 

gugatan biasa menekankan kelengkapan prosedural dan ruang pembelaan 

seluas-luasnya, sedangkan gugatan sederhana menekankan pembatasan 

prosedur demi kecepatan dan efisiensi. Jika gugatan biasa berfungsi 

sebagai mekanisme umum untuk semua perkara, maka gugatan sederhana 

berfungsi sebagai jalur cepat khusus untuk perkara kecil. Perbedaan ini 

bukan sekadar variasi teknis, melainkan strategi sistemik untuk 

menciptakan peradilan yang proporsional, di mana kompleksitas prosedur 

disesuaikan dengan kompleksitas sengketa. 

 
66 Tjoe_ Ka_ng Long, Ba_mba_ng A_rwa_nto, A_nd Fe_bria_n Rizki, “Ma_kna_ Se_de_rha_na_ Da_la_m 

Pe_ra_dila_n Sma_ll Cla_im Court (Guga_ta_n Se_de_rha_na_),” Jurna_l Ce_nde_kia_ Ilmia_h Vol. 4, No. 4, 2025, 

hlm. 905-914. 
67 A_nita_ A_fria_na_, “Da_sa_r Filosofis Da_n Inklusivita_s Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Da_la_m Siste_m 

Pe_ra_dila_n Pe_rda_ta_,” Unive_rsity Of Be_ngkulu La_w Journa_l Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 1-14. 
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BAB III 

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI 

SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2024/PA.SR MELALUI 

MEKANISME GUGATAN SEDERHANA  

 

A. Permasalahan Hukum Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen 

Munculnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan 

sederhana dilatarbelakangi oleh semakin berkembang dan kompleksnya 

aktivitas di sektor perdagangan dan bisnis, baik dalam skala besar, menengah, 

maupun kecil. Salah satu hambatan utama dalam dunia usaha adalah belum 

tersedianya sistem penyelesaian sengketa kontrak yang cepat, sederhana, dan 

terjangkau. Akibatnya, pelaku usaha kecil sering mengalami kesulitan untuk 

menagih pemenuhan kewajiban atau pembayaran dari debitur secara efisien. 

Di sisi lain, pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa justru kerap 

dihindari oleh pelaku usaha yang menghadapi masalah kredit macet atau 

tunggakan pembayaran. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa proses 

berperkara di pengadilan memakan waktu lama, rumit, dan membutuhkan 

biaya besar. Bahkan untuk perkara dengan nilai sengketa yang relatif kecil, 

proses penyelesaiannya tetap bisa berlangsung lama, hingga bertahun-tahun. 

Kondisi ini sejalan dengan adagium yang berkembang di masyarakat, yaitu 

“jika kita menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau,” yang 

menggambarkan bahwa biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan sering 
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kali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.68 Untuk menjawab 

permasalahan tersebut, Mahkamah Agung kemudian melakukan terobosan 

dengan menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan atas 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana. Kebijakan ini diharapkan dapat menghadirkan proses 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. 

Inti paling penting dari lahirnya Perma No. 4 Tahun 2019 adalah 

penyederhanaan tahapan dalam proses beracara. Dengan adanya 

pemangkasan prosedur tersebut, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat 

dilakukan dengan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Tujuannya agar para 

pencari keadilan tidak harus menunggu lama untuk memperoleh kepastian 

hukum atas sengketa yang mereka hadapi, karena prosesnya cukup 

diselesaikan di pengadilan tingkat pertama. Mekanisme yang cepat dan 

sederhana ini tentu memberikan keuntungan, khususnya bagi masyarakat 

menengah ke bawah, karena memudahkan mereka dalam mengajukan dan 

menyelesaikan sengketa di pengadilan.69 Namun demikian, meskipun 

dirancang sederhana, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada 

pemahaman masyarakat dan kesiapan institusi peradilan.70 Indikator 

efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

norma, minimnya pelanggaran hukum, serta kecepatan dan konsistensi 

 
68 Ridwa_n Ma_nyur da_n D.Y. Wita_nto, Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Te_ori Pra_ktik da_n 

Pe_rma_sa_la_ha_nnya_, Ja_ka_rta_, Pusta_ka_ Me_dia_, 2017, hlm. 5. 
69 Ibid, hlm. 2. 
70 Yosua_ Sina_ga_, Risma_rito Ma_nik, da_n Ja_ma_lum Sina_mbe_la_, “E_fe_ktivita_s Guga_ta_n 

Se_de_rha_na_ Da_la_m Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ Wa_npre_sta_si,” Jurna_l Hukum Justice_, Vo. 7, No. 7,  2025, 

hlm. 65-75, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 00:49 WIB. 
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penegakan hukum. Apabila masyarakat patuh karena memahami dan 

menyadari pentingnya aturan dan bukan karena paksaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hukum telah berfungsi secara efektif. Sebaliknya, jika 

pelanggaran terjadi secara masif dan aparat penegak hukum gagal 

menjalankan tugasnya secara optimal, maka hukum kehilangan 

efektivitasnya sebagai pengatur tatanan sosial.71 Tanpa kepatuhan tersebut, 

tujuan utama gugatan sederhana sebagai sarana kepastian hukum justru 

berpotensi tereduksi menjadi formalitas prosedural semata. 

Keberhasilan penerapan gugatan sederhana dalam praktik tidak hanya 

bergantung pada bagaimana prosedurnya dirancang, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh adanya dukungan dari dalam dan luar sistem peradilan. Dari 

sisi internal, hal ini berkaitan dengan kesiapan aparatur pengadilan serta 

konsistensi dalam menerapkan hukum acara. Hakim juga dituntut berperan 

aktif, misalnya dengan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai 

proses gugatan sederhana, membimbing mereka dalam pembuktian, serta 

menjelaskan upaya hukum yang tersedia. Selain itu, karena penyelesaian 

gugatan sederhana dibatasi maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama, 

dukungan administratif menjadi sangat penting agar batas waktu tersebut 

dapat terpenuhi. Sementara itu, dukungan eksternal berkaitan dengan para 

pihak yang berperkara. Hal ini mencakup terpenuhinya syarat formil dan 

kualifikasi gugatan sederhana, seperti nilai gugatan materiil yang tidak 

melebihi Rp500.000.000 serta jenis perkara yang terbatas pada wanprestasi 

 
71 Sa_tjipto Ra_ha_rdjo, Hukum da_n Pe_ruba_ha_n Sosia_l, Ja_ka_rta_, Sina_r Ha_ra_pa_n, 2000, hlm. 117. 
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dan/atau perbuatan melawan hukum. Di samping itu, identitas dan domisili 

tergugat harus jelas, dan pada dasarnya para pihak harus berada dalam 

wilayah hukum pengadilan yang sama. Namun, jika penggugat berada di luar 

wilayah domisili tergugat, ia dapat menunjuk kuasa yang berdomisili di 

wilayah tergugat. Dari aspek pembuktian, unsur kesederhanaan menjadi hal 

utama. Oleh karena itu, sejak tahap pendaftaran, penggugat diwajibkan 

melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi, sehingga kelengkapan dan 

kesederhanaan alat bukti juga menjadi faktor penentu keberhasilan 

mekanisme ini. 

Pada tahap pelaksanaan putusan, sikap patuh dari para pihak sangat 

penting. Pada dasarnya, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap 

diharapkan dijalankan secara sukarela. Namun, jika tidak dilaksanakan, maka 

proses eksekusi akan dilakukan sesuai dengan aturan hukum acara perdata 

yang berlaku. Tanpa dukungan internal dan eksternal, penyelesaian gugatan 

sederhana berpotensi tidak berjalan secara optimal.  Di samping itu, terdapat 

tantangan lain, khususnya pada lingkungan peradilan agama, seperti 

minimnya sosialisasi mengenai mekanisme gugatan sederhana sehingga 

masyarakat masih kerap menggunakan mekanisme gugatan biasa, serta 

ditemukannya cacat formil misalnya surat kuasa yang tidak sah, kekeliruan 

alamat pihak, atau perkara yang pada hakikatnya tidak memenuhi kualifikasi 

“sederhana” yang dapat berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard). Oleh karena itu, mekanisme gugatan 

sederhana menuntut adanya penegakan hukum yang dilakukan secara tertib 
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dan konsisten. serta perlunya mengoptimalkan faktor internal dan eksternal, 

maka gugatan sederhana dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk 

penyelesaian sengketa perdata. 

Dalam kerangka pemikiran tersebut, perkara Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr akan dianalisis sebagai contoh konkret bagaimana 

desain hukum acara sederhana diuji oleh fakta wanprestasi dan dinamika 

pelaksanaan jaminan kebendaan. Sengketa ini bermula dari hubungan hukum 

antara koperasi pembiayaan syariah sebagai penggugat dan nasabah sebagai 

tergugat yang terikat dalam Akad Pembiayaan Murabahah tertulis. Akad 

tersebut secara tegas dituangkan dalam dokumen Nomor 4200800795 

tertanggal 8 Oktober 2018, sehingga hubungan hukum para pihak memiliki 

dasar tertulis yang jelas. Adanya akad yang dibuat secara tertulis membuat 

posisi penggugat menjadi lebih kuat dalam proses pembuktian, karena secara 

jelas menunjukkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Oleh karena 

itu, sengketa ini bukan bersumber dari kekaburan kontrak, melainkan dari 

pelaksanaan kontrak itu sendiri. Nilai pembiayaan yang disepakati dalam 

akad murabahah tersebut adalah sebesar Rp25.000.000 dengan margin 

Rp14.400.000, sehingga total kewajiban tergugat mencapai Rp39.400.000. 

Kewajiban tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan melalui 

skema angsuran tetap yang telah ditentukan sejak awal. Struktur pembiayaan 

ini menunjukkan adanya transparansi harga dan margin sebagaimana prinsip 

dasar murabahah dalam ekonomi syariah. Selain itu, perjanjian tersebut juga 

dilengkapi dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas nama 
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Tergugat II, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian lebih bagi pihak 

kreditur. Dengan demikian, baik secara formil maupun materiil, akad tersebut 

memenuhi unsur kepastian mengenai objek, nilai, jangka waktu, dan jaminan. 

Fakta persidangan menunjukkan bahwa tergugat hanya melakukan 

pembayaran sebagian kecil dari kewajiban yang telah disepakati, dan masih 

meninggalkan tunggakan dalam jumlah signifikan yang berlangsung berlarut-

larut. Dalam perspektif hukum perikatan, keadaan tersebut sejalan dengan 

konsep wanprestasi, yakni kelalaian salah satu pihak untuk menjalankan 

kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Kelalaian ini menjadi syarat mutlak 

(condition sine qua non) untuk mengualifikasi adanya cidera janji. Hal ini 

juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa “suatu perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan 

sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.” Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa dalam suatu perikatan akan timbul berbagai bentuk prestasi atau 

kewajiban, yaitu sebagai berikut:72  

a. Kewajiban salah satu pihak untuk menyerahkan atau memberikan 

sesuatu kepada pihak lainnya. 

b. Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang 

bentuk serta kualitasnya sudah disepakati oleh para pihak. 

c. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu, termasuk 

juga kewajiban untuk menghentikan tindakan yang sedang dilakukan. 

 
72 Ibid., hlm. 89. 
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Dari penjelasan tersebut, diketahui debitur pada pokoknya gagal bayar 

utang karena tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, 

sehingga prestasi yang menjadi inti perikatan tidak terpenuhi. Kegagalan ini 

memenuhi klasifikasi prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata, karena dalam 

hubungan utang-piutang, kewajiban utama debitur adalah memberikan 

sesuatu kepada kreditur, yaitu sejumlah uang pembayaran utang sebagaimana 

pada poin (a). Ketika debitur hanya membayar sebagian kecil lalu 

meninggalkan tunggakan yang signifikan, maka prestasi “memberikan 

sesuatu” tersebut tidak terlaksana secara utuh, sehingga unsur wanprestasi 

secara faktual terpenuhi. Selain itu, kewajiban pembayaran telah dituangkan 

dalam bentuk tindakan hukum konkret yang kualitas dan wujudnya telah 

disepakati, sehingga kelalaian membayar sesuai skema tersebut sekaligus 

menunjukkan tidak dipenuhinya kewajiban melakukan suatu perbuatan 

hukum sebagaimana diperjanjikan sebagaimana pada poin (b). Dengan 

demikian, fakta gagal bayar menunjukkan debitur tidak hanya lalai secara 

substantif dalam pembayaran, tetapi juga telah memenuhi kerangka 

klasifikasi prestasi Pasal 1234 KUHPerdata, yang memperkuat kualifikasi 

bahwa debitur berada dalam keadaan wanprestasi. 

Dalil pembelaan Tergugat yang menyatakan adanya kesulitan 

ekonomi keluarga atau musibah kesehatan orang tua memang dapat dipahami 

dari sudut pandang kemanusiaan. Namun, dalam perspektif hukum perdata, 

alasan tersebut tidak secara otomatis menghapus kewajiban kontraktual 

karena tidak memenuhi unsur keadaan memaksa atau force majeure. Force 
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majeure mensyaratkan adanya peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tidak 

dapat dihindari, dan berada di luar kendali para pihak. Kesulitan ekonomi 

pribadi, meskipun berat, pada umumnya tidak memenuhi kriteria tersebut.73 

Dengan demikian, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar 

pembebasan tanggung jawab hukum. 

Dari sudut pandang keabsahan perjanjian, akad murabahah dalam 

perkara ini memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana dikenal 

dalam hukum perdata. Terdapat kesepakatan para pihak yang dibuktikan 

dengan tanda tangan pada dokumen tertulis, kecakapan hukum para pihak, 

objek tertentu, serta causa yang halal.74 Dengan demikian, perjanjian tersebut 

harus dipatuhi karena berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang 

menyepakatinya, sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Dalil tergugat yang 

menyatakan tidak mengetahui status keanggotaan koperasi atau tidak 

menerima salinan akad menjadi tidak relevan secara hukum. Pemanfaatan 

dana pembiayaan dan tanda tangan pada akad menunjukkan adanya 

persetujuan sadar yang tidak dapat disangkal begitu saja. 

Dalam ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) menegaskan bahwa suatu akad yang dibuat secara sah memiliki 

kekuatan mengikat yang setara dengan ketentuan nash. Oleh karena itu, 

 
73 A_lfisya_hri, Sya_rifa_ Ra_e_ha_na_, da_n Ha_sa_nna_ La_wa_ng, “Kompe_te_nsi Ha_kim Da_la_m 

Me_na_nga_ni Pe_rka_ra_ E_konomi Sya_ria_h di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Sunggumina_sa_ Ke_la_s 1 A_,” Socius: 

Jurna_l Pe_ne_litia_n Ilmu-Ilmu Sosia_l Vol. 2, No. 12, 2025, hlm. 25. 
74 Muha_ma_d Ha_sa_n Ma_fruh, Muha_mma_d Iqba_l Fa_sa_, da_n A_hma_d Kume_di Ja_’fa_r, 

“Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h di Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Pa_da_ Ma_sa_ Pa_nde_mi Covid-19,” 

A_l-Kha_ra_j : Jurna_l E_konomi, Ke_ua_nga_n & Bisnis Sya_ria_h Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 542–556, dia_kse_s 

pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 05:41 WIB. 



 

 

79 

 

pengingkaran sepihak terhadap akad bukan sekadar pelanggaran 

administratif, melainkan pelanggaran terhadap komitmen hukum dan moral 

yang melekat pada transaksi syariah. Prinsip amanah dan kejujuran 

merupakan dasar utama dalam setiap perjanjian (akad) dalam sistem syariah, 

sehingga kelalaian memenuhi kewajiban pembayaran memiliki implikasi etis 

selain implikasi hukum.75 Dengan demikian, sengketa ini juga mencerminkan 

kegagalan menjaga nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam praktik. Hal ini 

memperkuat legitimasi pengadilan untuk menegakkan kewajiban kontraktual 

secara tegas. 

Penilaian mengenai wanprestasi dalam perkara ini dilakukan secara 

rasional berdasarkan data dan alat bukti, bukan berdasarkan simpati atau 

pertimbangan emosional. Bukti berupa daftar tunggakan, riwayat 

pembayaran, serta tiga kali surat peringatan yang tidak diindahkan 

menunjukkan secara nyata adanya kelalaian tergugat. Yahya Harahap dalam 

bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi 

ketika suatu perjanjian tidak dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya 

terlambat dilaksanakan, dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, 

atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.76 Definisi ini relevan dengan 

fakta perkara yang menunjukkan penghentian pembayaran jauh sebelum 

 
75 Sa_lfin A_bdul Ra_hma_n A_l’a_uf, Oyo Suna_ryo Mukhla_s, A_nd Ra_mda_ni Wa_hyu Sururi, 

“A_na_lisis Putusa_n Pe_nga_dila_n Pa_da_ Pe_ra_dila_n A_ga_ma_: Hukum, Ke_a_dila_n, da_n E_kse_kusi Da_la_m Ka_sus 

E_konomi Sya_ria_h di Indone_sia_,” Jurna_l Hukum E_konomi Sya_ria_h Vol. 7, No. 1, 2024, hlm.  47–60, 

dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 06:13 WIB. 
76 Ibid., hlm. 97. 
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jatuh tempo akhir. Oleh karena itu, secara doktrinal dan faktual, unsur 

wanprestasi telah terpenuhi secara kumulatif. 

Dalam teori hukum perikatan, Setiawan menjelaskan bahwa apabila 

debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur memiliki beberapa pilihan 

tuntutan hukum.77 Kreditur memiliki beberapa pilihan dalam menuntut 

haknya, yaitu meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan, meminta 

pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi, menuntut ganti rugi saja, 

mengajukan pembatalan perjanjian timbal balik, atau membatalkan perjanjian 

tersebut disertai tuntutan ganti rugi. Pilihan-pilihan tersebut menunjukkan 

bahwa wanprestasi membuka ruang perlindungan hukum yang luas bagi 

kreditur. Dalam perkara ini, penggugat memilih jalur pemenuhan kewajiban 

disertai konsekuensi eksekusi jaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi. 

Pilihan tersebut dinilai rasional dan proporsional oleh pengadilan. 

Perlu dipahami bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak 

langsung muncul begitu terjadi kelalaian. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata 

dijelaskan bahwa tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan setelah debitur 

secara resmi dinyatakan lalai, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.78 

Bentuk pernyataan kelalaian tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, 

yang pada intinya mengharuskan adanya teguran atau somasi terlebih dahulu. 

Dalam perkara ini, penggugat telah melakukan teguran melalui surat 

 
77 I. Ke_tut Oka_ Se_tia_wa_n, Hukum Pe_rika_ta_n, Ja_ka_rta_, Bumi A_ksa_ra_, 2021, hlm. 27. 
78 Ra_ngga_ Suga_nda_, “Me_tode_ Pe_nde_ka_ta_n Yuridis Da_la_m Me_ma_ha_mi Siste_m Pe_nye_le_sa_ia_n 

Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h,” Jurna_l Ilmia_h E_konomi Isla_m Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 2859-2866, 

dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 09:15 WIB. 
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peringatan sebanyak tiga kali. Dengan demikian, syarat formal untuk 

menuntut konsekuensi wanprestasi telah terpenuhi secara sah. 

Terkait kewenangan absolut, karakter akad murabahah sebagai 

pembiayaan berbasis prinsip syariah secara otomatis menempatkan sengketa 

ini dalam ranah ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa 

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani, memeriksa, dan 

memutus perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Di samping itu, 

proses beracara di Pengadilan Agama pada dasarnya mengikuti hukum acara 

perdata yang digunakan di Peradilan Umum, kecuali jika ada ketentuan lain 

yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Hal ini memberikan 

legitimasi prosedural bagi Pengadilan Agama untuk menerapkan mekanisme 

gugatan sederhana.79 Dengan demikian, tidak terdapat cacat kewenangan 

dalam pemeriksaan perkara ini. 

Nilai gugatan yang berada di bawah batas maksimum serta domisili 

para pihak yang berada dalam satu yurisdiksi juga memenuhi syarat 

penerapan gugatan sederhana. Penerapan prosedur cepat dalam perkara ini 

dinilai tepat karena sengketa bersifat sederhana dari sisi pembuktian. Hakim 

tidak dihadapkan pada persoalan hukum yang kompleks, melainkan pada 

fakta utang yang nyata dan tidak terbantahkan.80 Oleh karena itu, gugatan 

 
79 Re_nny Supriya_tni B A_nd A_ndi Fa_ria_na_, “Mode_l Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h 

Ya_ng E_fe_ktif Dika_itka_n De_nga_n Kompe_te_nsi di Pe_ra_dila_n A_ga_ma_ Da_la_m Ra_ngka_ Pe_rtumbuha_n 

E_konomi Na_siona_l,” Jurna_l Jurisprude_nce_  Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 68-79, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 

10/02/2026, pukul 10:39 WIB. 
80 Siska_ Ha_nda_ya_ni e_t a_l, “Pe_ra_na_n A_dvoka_t Da_la_m Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi 

Sya_ria_h Me_la_lui Siste_m Non Litiga_si,” E_du Socie_ty: Jurna_l Pe_ndidika_n, Ilmu Sosia_l Da_n 

Pe_nga_bdia_n Ke_pa_da_ Ma_sya_ra_ka_t Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 64–77, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, 

pukul 11:58 WIB. 
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sederhana berfungsi secara efektif sebagai sarana penegakan hak. Hal ini 

menunjukkan bahwa prosedur gugatan sederhana memang memiliki peran 

yang nyata dan relevan dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi 

syariah. 

Mengenai amar putusan, hakim tidak serta-merta mengabulkan 

seluruh petitum penggugat, melainkan melakukan koreksi proporsional atas 

nilai tuntutan yang dinilai berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

pengadilan tidak berfungsi sebagai alat penagihan sepihak, melainkan tetap 

menguji kewajaran klaim berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas. 

Hakim juga menetapkan masa tunggu selama satu bulan sejak putusan 

berkekuatan hukum tetap sebelum dilakukan pelelangan terhadap jaminan, 

sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hak kreditur dan kesempatan 

terakhir bagi debitur untuk melunasi kewajibannya.81 

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan, inti 

putusan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi/cidera janji 

terhadap akad pembiayaan murabahah; 

3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban pembiayaan berupa: 

a. Tunggakan pokok sebesar Rp24.052.122,- 

b. Tunggakan margin sebesar Rp6.040.653,- 

 
81 Budi A_bdulla_h, A_nsa_ri A_nsa_ri, da_n A_smuni A_smuni, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi 

Sya_ria_h di Pe_ra_dila_n Umum Da_la_m Pe_rspe_ktif Hukum Positif di Indone_sia_,” Istinba_th Vol. 21, No. 

1, 2022, hlm. 208-226, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 12:26 WIB. 
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c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp2.500.000,- 

4. Memberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan 

hukum tetap untuk melunasi kewajiban; 

5. Apabila tidak dibayar, objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 

397 dapat dijual/lelang melalui Pengadilan Agama Sragen dan KPKNL 

untuk melunasi utang; 

6. Menolak gugatan selebihnya; 

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat. 

Frasa “dikabulkan sebagian” dalam amar tersebut merupakan koreksi 

substantif terhadap tuntutan penggugat yang dinilai tidak seluruhnya 

proporsional. Penurunan biaya penagihan dari Rp10.000.000 menjadi 

Rp2.500.000 mencerminkan sikap independen hakim dalam menjaga 

keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur dari klaim yang 

tidak wajar. Pemberian tenggang waktu sebelum lelang juga bukan bentuk 

keringanan tanpa batas, melainkan ultimatum hukum yang jelas yaitu 

kewajiban harus dipenuhi, atau jaminan dieksekusi.82 Dengan pendekatan 

tegas namun terukur ini, gugatan sederhana tetap berfungsi efektif sebagai 

instrumen penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjamin kepastian 

hukum, bukan sekadar kecepatan prosedural. 

Efektivitas putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian 

pada hakikatnya tidak pernah lahir secara otomatis hanya karena hakim 

 
82 Le_dy Fa_mulia_ da_n Rika_ Sa_ntina_, “Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h: Sua_tu Ka_jia_n Pe_nye_le_sa_ia_n 

Ka_sus Se_ngke_ta_ di Indone_sia_,” Justicia_ Sa_ins: Jurna_l Ilmu Hukum Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 234-

247, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 13:44 WIB. 
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berhasil merumuskan amar putusan secara sistematis, rapi, dan tampak logis 

dalam dokumen tertulis. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya 

ringan tidak dapat dipahami sebagai prinsip yang berdiri sendiri. Asas ini 

menuntut adanya kerja sama yang menyeluruh dan terintegrasi dari seluruh 

unsur peradilan, mulai dari proses pendaftaran perkara hingga tahap 

pelaksanaan putusan. Putusan yang secara normatif benar tetap berpotensi 

kehilangan makna substantif apabila tidak ditopang oleh tata kelola 

administrasi dan mekanisme eksekusi yang berjalan efektif serta konsisten. 

Dalam konteks gugatan sederhana, kualitas peradilan justru lebih diuji pada 

bagaimana proses dikelola, bukan semata pada hasil akhir yang tercantum 

dalam amar putusan.83 Oleh karena itu, frasa “dikabulkan sebagian” harus 

dipahami sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem 

peradilan, bukan sebagai indikator keberhasilan absolut. 

Peran hakim dalam skema gugatan sederhana menjadi jauh lebih 

sentral dibandingkan dengan mekanisme gugatan biasa karena Hakim tidak 

semata-mata bertugas memutus perkara, tetapi juga berperan sebagai pihak 

yang mengarahkan dan mengendalikan jalannya proses persidangan agar 

berlangsung tertib dan sesuai alur yang semestinya. Dalam posisi tersebut, 

hakim dituntut untuk secara aktif menjaga disiplin waktu, menutup ruang 

prosedural yang tidak relevan, serta memastikan bahwa setiap tahapan benar-

benar selaras dengan tujuan penyederhanaan hukum acara. Setiap toleransi 

terhadap keterlambatan administratif atau pembiaran terhadap tahapan yang 

 
83 Ibid., hlm. 89. 
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tidak diatur secara normatif akan berdampak langsung pada lamanya 

penyelesaian perkara. Karena gugatan sederhana diperiksa oleh hakim 

tunggal, tanggung jawab personal terhadap keberhasilan asas cepat dan 

sederhana menjadi semakin besar dan tidak dapat dialihkan.84 Dengan 

demikian, efektivitas amar putusan tidak dapat dilepaskan dari kecakapan 

hakim dalam mengelola proses secara disiplin dan konsisten. 

Secara normatif, Mahkamah Agung sebenarnya telah membangun 

fondasi regulatif yang cukup kuat untuk mendukung efektivitas gugatan 

sederhana melalui berbagai kebijakan dan peraturan teknis. Pengaturan 

administrasi perkara secara elektronik dimaksudkan untuk mengurangi biaya, 

mempercepat proses pemanggilan, serta meminimalkan kebutuhan kehadiran 

fisik para pihak di pengadilan. Digitalisasi tersebut secara teoritis mampu 

memangkas birokrasi manual yang selama ini dikenal lambat, berlapis, dan 

rawan kesalahan administratif.85 Namun, efektivitas teknologi hukum sangat 

bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya. 

Ketika aparatur peradilan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan 

sistem, maka regulasi progresif hanya akan berhenti sebagai norma tertulis 

tanpa daya dorong praktis. 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana serta 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada 

dasarnya dibuat untuk mempercepat jalannya proses peradilan. Tujuan 

 
84 Dudung Hida_ya_t,  op cit, hlm. 21. 
85 Ibid., hlm. 73. 
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utamanya adalah memberikan kepastian hukum secara lebih cepat, sederhana, 

dan efisien bagi para pihak yang sedang bersengketa. Dalam Pasal 5 ayat (3) 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan bahwa penyelesaian perkara 

gugatan sederhana harus dilakukan dalam waktu paling lama 25 hari kerja 

sejak sidang pertama dimulai. Batas waktu ini ditetapkan agar proses 

peradilan tidak berlarut-larut, sehingga para pihak mendapatkan kepastian 

hukum tanpa penundaan yang tidak diperlukan.86 Selanjutnya, PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa jangka waktu mediasi tidak 

termasuk dalam perhitungan total waktu penyelesaian perkara di 

pengadilan.87 Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, persidangan 

pertama digelar pada 30 Oktober 2024. Sementara itu, proses mediasi 

dilakukan di luar jadwal sidang. Oleh karena itu, perhitungan waktu 

penyelesaian perkara mulai dihitung sejak sidang lanjutan yang dilaksanakan 

pada 6 November 2024. Dengan demikian, apabila dihitung dari tanggal 

tersebut sampai dengan putusan pada tanggal 11 Desember 2024, waktu yang 

digunakan untuk menyelesaikan perkara ini adalah 35 hari.  

Waktu penyelesaian perkara yang melampaui batas mengindikasikan 

bahwa asas cepat belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik 

persidangan. Hambatan yang muncul tidak bersifat insidental, melainkan 

sistemik dan berulang.88 Ketika batas waktu ini dilampaui, asas cepat 

 
86 Ha_rta_ti Silitonga_, July E_sthe_r, da_n Roida_ Na_ba_ba_n, “Prose_s Pe_nye_le_sa_ia_n Guga_ta_n Ga_nti 

Ke_rugia_n Te_rha_da_p Korba_n Pe_nce_ma_ra_n Na_ma_ Ba_ik Me_la_lui Me_dia_ Sosia_l,” Jurna_l Ta_ta_ Ke_lola_ 

Hukum Vol. 9, No. 2, 2025, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 18:25 WIB.  
87 Pa_sa_l 35 a_ya_t (1) PE_RMA_ Nomor 1 Ta_hun 2016 te_nta_ng Prose_dur Me_dia_si di Pe_nga_dila_n. 
88 Muh Wa_hyudin A_nugra_h, Ha_msir Ha_msir, da_n Muha_mma_d A_nis, “Tinja_ua_n Hukum 

Te_rha_da_p Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Da_la_m Putusa_n Ha_kim Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ 
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kehilangan fungsi normatifnya sebagai jaminan kepastian bagi para pihak. 

Keterlambatan tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah 

administrasi biasa, tetapi menunjukkan bahwa sistem tersebut gagal mencapai 

tujuan utamanya. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi korban dari 

ketidaksiapan struktural.  

Keterlambatan penyelesaian perkara tidak semata hanya kelalaian 

hakim, namun juga dipengaruhi oleh faktor kesiapan para pihak dalam setiap 

agenda persidangan. Perkara Nomor 14/Pdt.G.S.2024/PA.Sr menunjukkan 

bahwa agenda pembuktian dilakukan dua kali karena para pihak belum siap 

pada saat pembuktian pertama, sehingga persidangan harus ditunda dan 

dilanjutkan pada agenda pembuktian berikutnya. Faktor penting lainnya 

adalah kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan dalam 

menerapkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Peraturan ini pada dasarnya 

mensyaratkan bahwa perkara ekonomi syariah harus ditangani oleh hakim 

yang telah memiliki sertifikasi di bidang ekonomi syariah.89 Hakim 

pemeriksa perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr merupakan hakim yang 

memiliki sertifikasi di bidang ekonomi syariah. Akan tetapi, di Pengadilan 

Agama Sragen, hanya hakim tersebut yang memiliki sertifikasi di bidang 

ekonomi syariah, selain Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.90 Akibatnya, 

perkara ekonomi syariah, baik yang berbentuk gugatan sederhana maupun 

 
Ma_ka_ssa_r,” Iqtisha_duna_: Jurna_l Ilmia_h Ma_ha_siswa_ Hukum E_konomi Sya_ri’a_h Vol. 1, No. 4, 2020, 

hlm. 201-211, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 17:09 WIB. 
89 Pa_sa_l 1 a_ngka_ (7) PE_RMA_ Nomor 14 Ta_hun 2016 te_nta_ng Ta_ta_ Ca_ra_ Pe_nye_le_sa_ia_n 

Pe_rka_ra_ E_konomi Sya_ria_h. 
90 https://pa_-sra_ge_n.go.id/, dia_kse_s 03/03/2026, pukul 11:02 WIB. 



 

 

88 

 

gugatan biasa, kemungkinan akan ditangani oleh hakim yang sama91 Hal ini 

menjadi perhatian mengingat bahwa jumlah perkara yang masuk di 

Pengadilan Kelas 1 A mencapai dua ribu perkara per tahun.92 Kondisi ini 

menyebabkan terjadinya hambatan (bottleneck) dalam proses penyelesaian 

perkara ekonomi syariah, terutama pada gugatan sederhana yang memang 

dibatasi oleh jangka waktu penyelesaian. Dalam kondisi tersebut, tuntutan 

penyelesaian cepat menjadi sulit tercapai apabila tidak diimbangi dengan 

SDM yang memadai. 

Masalah berikutnya muncul dalam bentuk kesalahan penerapan 

beracara. Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, para tergugat 

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan kedudukan hukum 

(legal standing) penggugat serta keabsahan akad pembiayaan yang dijadikan 

dasar gugatan. Namun dalam putusannya, hakim menolak eksepsi tersebut 

dan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok sengketa. Ketentuan dalam 

Pasal 17 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana, 

para pihak tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, 

rekonvensi, intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan.93 Tujuan 

ditiadakannya ruang eksepsi ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan dapat 

berlangsung secara lebih sederhana dan cepat karena kesederhanaan dari 

 
91 Nurha_di A_hma_d Jua_ng, “Tinja_ua_n Hukum Te_nta_ng Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Da_la_m Prose_s 

Pe_nye_le_sa_ia_n Pe_rka_ra_ Wa_npre_sta_si A_ta_s Pe_rja_njia_n A_risa_n Online_ Pa_da_ Putusa_n Nomor 

1/Pdt.G.S/2021/Pn Trt,” Re_cht Studiosum La_w Re_vie_w Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 18-33, dia_kse_s pa_da_ 

ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 19:48 WIB. 
92 Siste_m Informa_si Pe_ne_lusura_n Pe_rka_ra_ (SIPP) Pe_nga_dila_n A_ga_ma_ Sra_ge_n, https://sipp.pa_-

sra_ge_n.go.id/list_pe_rka_ra_/type_/VVhVSFkxRnpBdzVWYjFKa_VdXe_FlNZ0JvQkQwSkpGTmdDU2

hRWE_ZWMlUyRUlhZ0E_rWE_gwT1BnSStCVDFSTUZVM1VE_Zz0=, dia_kse_s ta_ngga_l 03/03/2026, 

pukul 11:11 WIB. 
93 PE_RMA_ Nomor 2 Ta_hun 2015 Te_nta_ng Ta_ta_ Ca_ra_ Pe_nye_le_sa_ia_n Guga_ta_n Se_de_rha_na_. 
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sebuah perkara terletak pada prosesnya yang tidak berbelit-belit. Dalam hal 

Tergugat tidak didampingi kuasa hukum, hakim dapat berperan aktif 

memimpin persidangan (eventual maxim) dengan memberikan penjelasan 

lebih rinci kepada pihak yang awam hukum sebagaimana Pasal 132 HIR/ 

Pasal 156 R.Bg yang memberi kewenangan kepada ketua majelis untuk 

memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai acara persidangan.94  

Asas eventual maxim dapat diterapkan hakim menurut keadaan para 

pihak apabila tidak memahami hukum. Fakta bahwa para pihak didampingi 

kuasa hukum semestinya menempatkan tergugat pada posisi yang sudah 

paham hukum. Namun, adanya eksepsi yang diajukan kuasa hukum tergugat 

menunjukkan bahwa kuasa hukum tergugat tidak cermat atau tidak 

menguasai hukum acara gugatan sederhana. Kekeliruan ini tidak berhenti 

pada aspek formal peniadaan eksepsi, melainkan berdampak pada tujuan 

kebijakan (policy objective) PERMA, yakni percepatan penyelesaian perkara 

melalui pemangkasan tahapan yang lazimnya memicu penundaan. Ketika 

kuasa hukum tetap memasukkan eksepsi, maka proses persidangan berpotensi 

terdorong ke pola beracara perkara gugatan biasa yang muncul agenda 

tambahan (pembacaan/pertimbangan eksepsi) dan risiko penundaan yang 

pada akhirnya mengganggu prinsip sederhana dan cepat yang menjadi spirit 

gugatan sederhana.  

 
94 Na_tsir A_sna_wi, Hukum A_ca_ra_ Pe_rda_ta_ Te_ori, Pra_ktik da_n Pe_rma_sa_la_ha_nnya_ di Pe_ra_dila_n 

Umum da_n Pe_ra_dila_n A_ga_ma_, UII Pre_ss, Yogya_ka_rta_, 2019, hlm. 45. 
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Dalam perspektif etika profesi dan standar kehati-hatian beracara, 

langkah kuasa hukum dengan mengajukan instrumen prosedural yang secara 

eksplisit dilarang dapat dinilai sebagai bentuk kurang serius (lack of 

diligence) dalam mendukung penyelesaian perkara yang efisien,95 karena 

bukan hanya tidak membantu percepatan, melainkan berpotensi 

memperpanjang durasi pemeriksaan dan meningkatkan beban proses bagi 

pengadilan maupun para pihak. Dengan demikian, keterlibatan kuasa hukum 

pada pihak tergugat justru memperkuat argumentasi bahwa problem 

keterlambatan dan berbelitnya proses tidak semata bersumber dari sistem 

peradilan, tetapi juga dari kualitas strategi beracara para pihak, khususnya 

ketika pendampingan profesional tidak diarahkan pada kepatuhan terhadap 

desain prosedur gugatan sederhana yang memang dibangun untuk cepat dan 

tidak kompleks. 

Demikian pula dengan agenda kesimpulan yang tidak diatur, tetapi 

tetap dijalankan dalam praktik. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa 

budaya litigasi konvensional masih sangat kuat membayangi praktik gugatan 

sederhana. Dampak dari penyimpangan prosedural tersebut sangat signifikan 

terhadap efektivitas sistem peradilan. Setiap tahapan tambahan berarti 

perpanjangan waktu, peningkatan biaya, serta beban psikologis bagi para 

pihak. Dalam konteks gugatan sederhana, efisiensi bukan sekadar pilihan, 

melainkan tujuan utama yang hendak dicapai.96 Ketika prosedur gugatan 

 
95 Mukti A_rto, Te_ori & Se_ni Me_nye_le_sa_ika_n Pe_rka_ra_ Pe_rda_ta_ di Pe_nga_dila_n, Ke_nca_na_, 

De_pok, 2017, hlm. 60. 
96 Kurnia_ A_yu A_gustin e_t a_l, “A_na_lisis Yuridis A_ta_s Te_ngga_ng Wa_ktu Guga_ta_n Da_la_m 

Pe_rspe_ktif Ke_pa_stia_n Hukum da_n Ke_a_dila_n Substa_ntif Putusa_n No. 250/G/2024/Ptun.Jkt,” A_l-Za_yn : 
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biasa tetap dipraktikkan, perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan 

biasa menjadi kabur. Akibatnya, mekanisme khusus ini kehilangan identitas 

dan fungsi diferensiasinya. 

Berdasarkan hasil pencatatan persidangan dalam perkara Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, ditemukan adanya kesalahan penulisan identitas para 

pihak dalam Berita Acara Persidangan (BAP), khususnya pada penulisan 

nama Tergugat I dan Tergugat II. BAP merupakan dokumen resmi berupa 

akta otentik yang dibuat dalam proses persidangan dan ditandatangani oleh 

Hakim/Ketua Sidang bersama Panitera Sidang, yang memuat secara 

sistematis seluruh peristiwa penting selama pemeriksaan perkara di 

persidangan. 97  Secara teknis, BAP disusun oleh Panitera Sidang sebagai 

bagian dari fungsi administrasi yudisial. Selain melakukan pencatatan 

persidangan, panitera sidang juga bertugas sebagai berikut :98 

1. Membantu hakim dengan menyiapkan segala keperluan persidangan 

serta mengikuti dan mencatat jalannya proses sidang di pengadilan. 

2. Membantu hakim dalam hal-hal berikut: 

a. Menyusun penetapan hari sidang 

b. Menyusun penetapan sita jaminan 

c. Membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum 

sidang berikutnya 

 
Jurna_l Ilmu Sosia_l & Hukum Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 26-38, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, 

pukul 21:37 WIB. 
97 Pa_sa_l 186-187 HIR, Pa_sa_l 97 Unda_ng-Unda_ng Nomor 7 Ta_hun 1989 te_nta_ng Pe_ra_dila_n 

A_ga_ma_. 
98 Ta_ufiq Ha_ma_mi, Hukum A_ca_ra_ Pe_rda_ta_ A_ga_ma_, Ta_ta_ Nusa_, Ja_ka_rta_, 2004, hlm. 24. 
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d. Menyiapkan berbagai penetapan lainnya 

e. Mengetik putusan atau penetapan sidang 

3. Petugas melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan melaui 

Meja Dua untuk dicatat dalam register perkara mengenai hal-hal berikut: 

a. penundaan persidangan beserta alasan penundaannya, 

b. adanya putusan sela beserta isi amar putusannya (apabila ada), 

c. perkara yang telah diputus lengkap dengan amar putusannya, serta 

d. kepada kasir terkait penyelesaian biaya-biaya yang timbul selama 

proses perkara tersebut. 

4. Setelah proses minutasi selesai, berkas perkara diserahkan kepada 

Panitera Muda Gugatan/Permohonan melalui Petugas Meja Tiga. 

Berdasarkan uraian tugas di atas, dapat diketahui bahwa tugas 

Panitera Sidang mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah menyusun 

Berita Acara Persidangan (BAP). BAP ini memegang peranan penting karena 

menjadi dasar bagi putusan hakim. Dengan kata lain, tugas Panitera Sidang 

yang mencatat jalannya persidangan dan menyusun berita acara tersebut akan 

berujung pada hasil akhir yaitu putusan hakim. Dalam perspektif hukum 

acara, kesalahan penulisan identitas pihak dalam BAP bukan sekadar 

kekeliruan administratif, melainkan berpotensi menimbulkan implikasi serius 

terhadap ketertiban dan keabsahan administrasi perkara, karena BAP 

berfungsi sebagai rekam resmi yang menjadi rujukan bagi tahapan 

berikutnya, termasuk penyusunan pertimbangan dan amar putusan. Risiko 

yang mungkin timbul meliputi kekeliruan dalam identifikasi subjek hukum, 
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kesalahan posisi para pihak dalam uraian duduk perkara, hingga potensi 

ketidakkonsistenan antara fakta persidangan dan konstruksi putusan. Hal ini 

menjadi krusial mengingat hakim, dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan 

pengadilan, melakukan tahap konstatering99 yakni memeriksa fakta-fakta 

yang terungkap di persidangan yang sumber utamanya dituangkan BAP. Oleh 

karena itu, apabila BAP memuat kesalahan identitas pihak, maka terdapat 

risiko bahwa kekeliruan tersebut dapat terbawa kedalam pertimbangan hakim 

dan mempengaruhi kualitas serta ketepatan putusan yang dihasilkan. 

Permasalahan lain dalam penyelesaian perkara Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr tampak pada relaas pemberitahuan putusan. Dalam 

hukum acara, pemberitahuan putusan (aanzegging, notification) merupakan 

instrumen yang sangat penting, khususnya ketika tidak semua pihak hadir 

pada saat pembacaan putusan. Pemberitahuan tersebut tidak hanya bertujuan 

untuk menyampaikan amar putusan kepada para pihak, tetapi juga untuk 

memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan sikap hukum 

selanjutnya, termasuk apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya 

hukum yang tersedia.100 Dengan demikian, pemberitahuan putusan pada 

hakikatnya memuat dua fungsi utama, yakni memberikan informasi secara 

lengkap mengenai isi putusan dan memberikan dasar bagi para pihak untuk 

mempertimbangkan langkah hukum berikutnya. Dalam konteks ini, 

pelaksanaan tugas Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak dapat dipandang 

 
99 Mukti A_rto, Pra_kte_k Pe_rka_ra_ Pe_rda_ta_ Pa_da_ Pe_nga_dila_n A_ga_ma_, Pusta_ka_ Pe_la_ja_r, 

Yogya_ka_rta_, 2007, hlm. 36. 
100 Ibid., hlm. 73. 
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sebagai tugas administratif sederhana, karena dalam tugas tersebut terikat 

oleh ketentuan hukum acara serta tata cara berperkara yang wajib dipatuhi 

dengan teliti dan sesuai aturan. 

Dalam perkara gugatan sederhana, aturan mengenai upaya hukum 

sudah ditentukan secara khusus dalam Pasal 21 PERMA Nomor 2 Tahun 

2015. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa terhadap putusan gugatan 

sederhana hanya dapat diajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari, 

terhitung sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan kepada pihak 

yang tidak hadir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan 

sederhana memang ditujukan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang 

cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum dalam waktu singkat. 

Namun, berdasarkan relaas pemberitahuan putusan dalam perkara tersebut, 

terdapat kesalahan yang dilakukan oleh jurusita dalam mencantumkan jenis 

upaya hukum yang tersedia bagi para pihak. Dalam relaas itu justru 

disebutkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh adalah banding dengan 

tenggang waktu 14 hari, padahal seharusnya yang benar adalah keberatan 

dengan jangka waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan gugatan 

sederhana. 

Dari sudut pandang hukum acara, kekeliruan tersebut tidak dapat 

dipandang semata-mata sebagai kesalahan administratif. Relaas 

pemberitahuan putusan merupakan dokumen resmi yang berfungsi 

memberikan informasi prosedural mengenai hak hukum para pihak setelah 

putusan dijatuhkan. Oleh sebab itu, jika relaas berisi informasi yang tidak 
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benar, kesalahan tersebut tidak hanya dapat menyesatkan para pihak, tetapi 

juga bisa menimbulkan akibat yang lebih serius, yaitu hilangnya kesempatan 

para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Kondisi ini dapat terjadi apabila 

pihak yang bersangkutan baru mengajukan upaya hukum pada hari kedelapan 

atau setelahnya, ketika putusan sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap. 

Dalam konteks gugatan sederhana, keadaan demikian sangat problematik 

karena ketepatan informasi mengenai jenis dan tenggang waktu upaya hukum 

merupakan bagian dari jaminan adanya kepastian hukum serta melindungi 

hak-hak para pihak dalam proses hukum. Dengan demikian, kesalahan 

pencantuman upaya hukum dalam relaas pemberitahuan putusan 

menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan administrasi yudisial, 

yang pada tingkat tertentu dapat memengaruhi akses para pihak terhadap 

upaya hukum yang sebenarnya tersedia menurut peraturan perundang-

undangan. Lebih jauh lagi, apabila pemanggilan dan pemberitahuan sejak 

awal tidak dilaksanakan secara benar dan patut, maka proses beracara 

berikutnya juga berpotensi mengandung cacat prosedural (vormverzuim), 

yang pada akhirnya dapat mereduksi kualitas penyelenggaraan peradilan 

yang baik (procedure of good justice).101 

Ditinjau dari perspektif Radbruch, dinamika dalam perkara a quo 

menunjukkan ketegangan nyata antara Tiga nilai utama dalam hukum, yaitu 

rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Putusan yang 

mengabulkan gugatan sebagian mencerminkan upaya mewujudkan keadilan 

 
101 Ibid, hlm. 184. 
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substantif, karena majelis hakim menilai secara proporsional hak dan 

kewajiban para pihak. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian guna 

mencegah ketidakadilan akibat tuntutan yang berlebihan. Dari sisi 

kemanfaatan, putusan tersebut juga memberikan solusi yang terukur dan 

dapat dilaksanakan. Namun demikian, kesalahan administratif, kelambatan 

prosedural, dan kekeliruan dalam penerapan hukum acara justru 

menimbulkan masalah serius bagi kepastian hukum,102 karena membuka 

ruang bagi kesalahan yuridis serta menghambat efektivitas pelaksanaan 

putusan. 

Menurut Radbruch, hukum yang ideal tidak boleh mengorbankan satu 

nilai demi nilai lain, tetapi harus menyeimbangkan ketiganya secara 

proporsional. 103 Dalam perkara a quo, meskipun substansi putusan telah 

mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum belum 

sepenuhnya terjamin akibat lemahnya disiplin prosedural dan koordinasi 

antar-aparatur peradilan. Ketika proses hukum berjalan tidak efisien atau 

administrasinya tidak tertib, maka kepercayaan publik terhadap lembaga 

peradilan dapat tergerus. Masyarakat tidak hanya menginginkan hasil putusan 

yang adil, tetapi juga proses yang transparan, cepat, dan konsisten. Karena 

itu, aparatur peradilan memikul tanggung jawab bukan hanya secara yuridis, 

 
102 Za_iya_d Zuba_idi, “Ma_sla_ha_h Da_la_m Putusa_n Ha_kim Ma_hka_ma_h Sya_r`Iya_h Di A_ce_h 

Te_nta_ng Pe_rka_ra_ Ha_rta_ Be_rsa_ma_,” E_l-Usra_h: Jurna_l Hukum Ke_lua_rga_ 4, No. 1 (June_ 2021): 198–

215, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/2/2026, pukul 23:59 WIB. 
103 Ha_ri A_gus Sa_ntoso, “Pe_rspe_ktif Ke_a_dila_n Hukum Te_ori Gusta_v Ra_dbruch Da_la_m 

Putusa_n PKPU ‘Ptb,’” Ja_tiswa_ra_ 36, No. 3 (Nove_mbe_r 2021): 325–34, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 

10/2/2026, pukul 23:41 WIB. 
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tetapi juga moral, untuk memastikan hukum benar-benar memberi manfaat. 

Dengan demikian, reformasi regulasi di bidang peradilan harus diiringi 

dengan perbaikan manajemen perkara serta peningkatan kapasitas dan 

profesionalitas aparatur peradilan.104 Tanpa langkah tersebut, gugatan 

sederhana berpotensi hanya menjadi konsep ideal secara normatif, namun 

tetap rapuh dan kurang efektif dalam tataran implementasi. 

B. Implikasi Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada 

Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/Pa.Sr Melalui Mekanisme Gugatan 

Sederhana 

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana 

adalah inovasi dalam sistem peradilan yang dirancang agar proses hukum 

menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Mekanisme ini memberi pilihan 

bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata dengan nilai tertentu 

tanpa harus menjalani persidangan yang panjang. Dalam lingkungan 

peradilan agama, mekanisme ini juga diterapkan untuk menangani sengketa 

ekonomi syariah yang muncul dari berbagai transaksi yang berlandaskan 

prinsip syariah. Gugatan sederhana diharapkan dapat membuat proses 

penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif serta memberikan kepastian 

hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, 

penerapan mekanisme gugatan sederhana memiliki peranan penting dalam 

mendukung akses masyarakat terhadap keadilan.   

 
104 Yosua_ Sina_ga_, e_t a_l, hlm. 15. 
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Pada dasarnya, gugatan sederhana dirancang sebagai mekanisme 

penyelesaian perkara yang memiliki prosedur lebih ringkas dibandingkan 

dengan perkara perdata biasa. Prosedur yang ringkas tersebut tercermin dari 

pembatasan tahapan pemeriksaan perkara serta jangka waktu penyelesaian 

yang relatif singkat. Pengaturan ini dimaksudkan agar proses penyelesaian 

sengketa dapat berjalan secara efisien tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi 

para pihak. Dalam praktiknya, meskipun prosedurnya dibuat sederhana, 

pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada ketentuan hukum acara yang 

berlaku. Karena itu, ketepatan dalam menerapkan hukum acara menjadi 

faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan mekanisme gugatan 

sederhana dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Hukum acara memiliki fungsi penting dalam menjamin 

terselenggaranya proses peradilan yang tertib, adil, dan transparan. Melalui 

hukum acara, setiap tahapan dalam proses penyelesaian perkara diatur secara 

sistematis agar hak-hak para pihak dapat terlindungi secara seimbang. Hukum 

acara juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam 

menjalankan kewenangannya selama proses persidangan berlangsung. 

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tata cara beracara di pengadilan, 

proses pemeriksaan perkara diharapkan dapat berjalan secara tertib, 

konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap pelanggaran 
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atau penyimpangan dari ketentuan hukum acara berpotensi menimbulkan 

masalah hukum dalam proses peradilan.105 

Seperti halnya yang sering terjadi di Pengadilan Agama, yakni 

seringnya terjadi penyimpangan dalam hal tenggat waktu penyelesaian 

gugatan sederhana, yaitu perkara yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 

maksimal 25 hari kerja justru melewati batas tersebut. Meskipun demikian, 

keterlambatan ini tidak menimbulkan akibat hukum terhadap putusan hakim, 

karena memang tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur 

sanksi apabila perkara gugatan sederhana diputus melebihi jangka waktu 25 

hari sejak sidang pertama. Namun, ketiadaan sanksi ini tidak berarti bahwa 

penyelesaian perkara boleh dilakukan melebihi batas waktu yang telah 

ditetapkan. Justru, ketentuan waktu tersebut merupakan bagian penting dari 

prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi tujuan utama 

prosedur gugatan sederhana. Oleh karena itu, hakim tetap wajib 

mengupayakan agar pemeriksaan perkara dapat selesai sesuai batas waktu 

yang ditentukan. Pada dasarnya, hadirnya mekanisme gugatan sederhana di 

pengadilan merupakan solusi untuk mengatasi proses perkara perdata yang 

sebelumnya sering memakan waktu lama dan rumit dalam pembuktiannya. 

106 

 
105 Ra_hma_n Ha_sima_, “Implika_si Hukum Te_rha_da_p A_ka_d Ya_ng Me_mua_t Kla_usul 

Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ Pe_rba_nka_n Sya_ria_h Me_la_lui Pe_nga_dila_n Ne_ge_ri Pa_sca_ Putusa_n Ma_hka_ma_h 

Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012,” Sa_si Vol. 26, 2020, hlm.  286, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, 

pukul 04:22 WIB. 
106 Firma_n Suma_ntri E_ra_ Ra_ma_dha_n, Me_nge_na_l Guga_ta_n Se_de_rha_na_ di Indone_sia_, Ma_la_ng, 

Ina_ra_ Publishe_r, 2023, hlm. 80. 
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Berdasarkan tujuan pengaturan prosedur gugatan sederhana di 

pengadilan, tidak ada alasan untuk menyimpang dari batas waktu 

penyelesaian yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 

Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 

2019. Dalam penerapannya, ketentuan mengenai batas waktu tersebut harus 

dipahami bahwa yang dimaksud “hari” adalah “hari kerja”. Dengan demikian, 

pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana yang telah dibatasi waktunya 

diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa menimbulkan kendala atau 

kerumitan yang menyebabkan penyimpangan. 

Prosedur gugatan sederhana di pengadilan pada dasarnya masih 

membuka ruang untuk diterapkannya aturan dalam HIR maupun RBg/Rv. Hal 

ini dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan pengaturan dalam PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 

2019, yang belum mampu menjangkau seluruh permasalahan dalam perkara 

perdata di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa PERMA 

tersebut memang memiliki batasan dalam pengaturannya dan harus 

diterapkan secara bijak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Penerapan aturan di luar PERMA tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk 

tetap menjaga agar proses penyelesaian gugatan sederhana berjalan dengan 

prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya berupaya menghadirkan keadilan 

prosedural yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan 

substantif bagi para pencari keadilan. Melalui pendekatan ini, berbagai 
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kompleksitas dalam penyelesaian gugatan sederhana tetap dapat diatasi tanpa 

mengabaikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. 

Penggunaan hukum acara yang tepat dalam penyelesaian perkara 

perdata sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jalannya proses 

persidangan. Apabila hukum acara diterapkan secara tidak tepat, maka proses 

penyelesaian perkara dapat mengalami berbagai kendala yang berpotensi 

merugikan para pihak. Kesalahan dalam penerapan hukum acara tidak hanya 

berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat mempengaruhi 

legitimasi proses peradilan itu sendiri.107 Dalam beberapa kondisi tertentu, 

kesalahan prosedural bahkan dapat menyebabkan suatu putusan pengadilan 

menjadi batal demi hukum. Karena itu, hakim dan aparat peradilan perlu 

memastikan bahwa seluruh tahapan persidangan dijalankan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

Dalam praktik hukum acara perdata, terdapat beberapa kondisi yang 

dapat menyebabkan suatu putusan dinyatakan batal demi hukum. Salah satu 

contohnya yakni putusan dapat dianggap tidak sah jika dijatuhkan oleh 

pengadilan yang sebenarnya tidak berwenang secara absolut untuk 

menangani dan memutus perkara tersebut. Selain itu, suatu putusan juga bisa 

batal demi hukum apabila diputus tanpa memberikan kesempatan yang patut 

kepada para pihak untuk mengajukan pembelaan atau menyampaikan 

argumennya secara layak. Contoh lainnya adalah apabila hakim memutus 

 
107 A_mra_n A_l Fa_risy, Muha_mma_d A_lfa_tha_n He_rdy, A_nd Fa_isa_l Na_srulla_h, “Choice_ Of La_w 

da_n Choice_ Of Forum Da_la_m Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h: Implika_si Ba_gi Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ 

Bisnis Sya_ria_h di Indone_sia_,” Iqtishod: Jurna_l Pe_mikira_n Da_n Hukum E_konomi Sya_ria_h Vol. 3, No. 

2, 2024, hlm. 196–213, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 05:41 WIB. 
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perkara tanpa melalui proses persidangan yang sah menurut hukum acara. 

Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip dasar hukum acara dapat berdampak langsung terhadap 

keabsahan suatu putusan pengadilan.108 

Meskipun demikian, tidak semua kesalahan dalam penerapan hukum 

acara secara otomatis mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. 

Dalam banyak kasus, kesalahan prosedural yang terjadi dalam proses 

persidangan hanya dikategorikan sebagai cacat formil yang tidak secara 

langsung mempengaruhi substansi putusan. Kesalahan semacam ini biasanya 

berkaitan dengan aspek administratif atau teknis dalam proses pemeriksaan 

perkara.109 Meskipun tidak membatalkan putusan secara langsung, kesalahan 

tersebut tetap memiliki implikasi hukum tertentu terhadap proses peradilan. 

Salah satu implikasi yang mungkin timbul adalah Memberikan peluang 

kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. 

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 

14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, ditemukan sejumlah persoalan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana. Permasalahan tersebut 

berkaitan dengan ketidaksesuaian antara praktik persidangan dengan 

ketentuan yang mengatur prosedur gugatan sederhana. Dalam perkara 

tersebut ditemukan beberapa tahapan pemeriksaan yang tidak sepenuhnya 

 
108 Ka_ma_luddin, Ra_hma_n A_mbo Ma_sse_, A_nd Misba_huddin, “A_spe_k Hukum Pe_nye_le_sa_ia_n 

Se_ngke_ta_ Bisnis Sya_ria_h,” Jurna_l Pe_ne_litia_n Ilmia_h Multidisipline_r Vol. 1, No. 03, July 2025, hlm. 

960-970, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 06:13 WIB. 
109 De_wi Riza_ Lisvi Va_hle_vi, “Konse_p Sulh da_n Ta_hkim Se_ba_ga_i A_lte_rna_tif Da_la_m Upa_ya_ 

Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Di E_ra_ Mode_rn,” Jurna_l E_konomi Sya_ria_h Da_russa_la_m 

Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 81–91, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 07:28 WIB. 
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mencerminkan karakteristik prosedur gugatan sederhana. Selain itu, terdapat 

pula beberapa ketidaktepatan dalam aspek administrasi persidangan yang 

berkaitan dengan pencatatan proses pemeriksaan perkara. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana dalam 

perkara tersebut belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan.110 

Masalah dalam perkara a quo pada dasarnya berhubungan dengan 

bagaimana hukum acara diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini 

karena gugatan sederhana memiliki proses yang lebih ringkas dan terbatas 

jika dibandingkan dengan proses perkara perdata pada umumnya.111 Oleh 

karena itu, setiap tahapan dalam proses pemeriksaan perkara telah diatur 

secara limitatif oleh peraturan yang berlaku. Apabila dalam praktiknya 

terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka hal 

tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prosedur yang telah 

ditetapkan. Penyimpangan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan 

implikasi hukum terhadap proses penyelesaian perkara yang bersangkutan. 

Dalam perspektif hukum acara, kondisi tersebut dapat dikategorikan 

sebagai bentuk kecacatan prosedural dalam proses pemeriksaan perkara. 

Cacat prosedural merupakan keadaan di mana tata cara beracara yang 

 
110 Ne_ni Ha_rdia_ti, Sindi Widia_na_, da_n Se_proni Hida_ya_t, “Mode_l-Mode_l Pe_nye_le_sa_ia_n 

Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Di Indone_sia_,” Tra_nse_konomika_: A_kunta_nsi, Bisnis Da_n Ke_ua_nga_n Vol. 

1, No. 5, 2021, hlm. 485-497, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 08:47 WIB. 
111 Ha_rya_ Ga_lih, “Implika_si Hukum Ba_gi Na_sa_ba_h Pe_rba_nka_n Sya_ria_h Ya_ng Be_ra_ga_ma_ 

Isla_m Da_la_m Me_nye_le_sa_ika_n Se_ngke_ta_ di Pe_nga_dila_n Ne_ge_ri,” A_l-Huquq: Journa_l Of Indone_sia_n 

Isla_mic E_conomic La_w Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 163-184, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 

09:15 WIB. 
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digunakan dalam proses persidangan tidak sepenuhnya Sesuai dengan aturan 

hukum yang sedang berlaku. Cacat tersebut tidak selalu berhubungan dengan 

isi pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak.112 Namun 

demikian, kecacatan prosedural tetap memiliki pengaruh terhadap kualitas 

dan legitimasi proses peradilan. Oleh karena itu, setiap bentuk kecacatan 

prosedural perlu dianalisis secara cermat untuk mengetahui implikasi 

hukumnya terhadap putusan yang dihasilkan. 

Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, terdapat dugaan cacat 

prosedur yang terlihat dari beberapa tahapan pemeriksaan perkara. Salah satu 

masalah yang muncul adalah adanya proses persidangan yang tidak 

dijelaskan secara tegas dalam mekanisme gugatan sederhana. Selain itu, 

terdapat pula ketidaktepatan dalam pencatatan administrasi persidangan yang 

berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai jalannya proses 

pemeriksaan perkara. Masalah lain yang timbul adalah tidak adanya 

kesesuaian dalam penyampaian informasi mengenai upaya hukum yang bisa 

ditempuh oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa aspek prosedural yang belum dijalankan secara benar dalam proses 

penyelesaian perkara tersebut.113  

 
112 Use_p Sa_e_pulla_h, “Le_ga_l Ce_rta_inty Of A_rbitra_tion In The_ Se_ttle_me_nt Of Isla_mic E_conomic 

Civil Ca_se_s In The_ Pe_rspe_ctive_ Of Positive_ La_w In Indone_sia_,” A_l-’A_da_la_h Vol. 19, No. 2, 2022, 

hlm. 261-290, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 10:39 WIB. 
113 De_ny Gunta_ra_, Fa_rha_n A_syha_di, da_n A_nggy Giri Pra_wiyogi, “A_na_lisis Le_ga_l Re_a_soning 

Ha_kim Da_la_m Me_mutus Pe_rka_ra_ E_konomi Sya_ria_h Te_nta_ng Wa_npre_sta_si A_ka_d Musya_ra_ka_h,” Jurna_l 

Usm La_w Re_vie_w Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 567-602, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 11:58 

WIB. 



 

 

105 

 

Meskipun terdapat kecacatan prosedural dalam proses pemeriksaan 

perkara tersebut, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan putusan yang 

dihasilkan menjadi batal demi hukum. Dalam praktik hukum acara perdata, 

tidak setiap kesalahan prosedural secara otomatis menyebabkan batalnya 

suatu putusan pengadilan. Suatu putusan hanya dapat dinyatakan batal demi 

hukum apabila pelanggaran yang terjadi bersifat mendasar dan secara 

langsung mempengaruhi keabsahan putusan tersebut. Sementara itu, 

kesalahan yang bersifat administratif atau teknis dalam proses persidangan 

umumnya tidak sampai membatalkan putusan secara langsung. Oleh karena 

itu, kecacatan prosedural dalam perkara tersebut lebih tepat dipahami sebagai 

permasalahan dalam tata cara beracara yang perlu diperbaiki dalam praktik 

peradilan.114 

Namun demikian, kecacatan prosedural yang terjadi dalam perkara 

tersebut tetap memiliki implikasi hukum tertentu terhadap proses 

penyelesaian sengketa. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah adanya 

kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan 

pengadilan. Dalam proses gugatan sederhana, keberatan ini menjadi jalan 

yang disediakan agar para pihak dapat meminta peninjauan kembali atas 

putusan yang mereka anggap kurang tepat.115 Apabila dalam proses 

 
114 Muha_ma_d Subhi A_pria_ntoro, Sa_lsa_billa_ Ine_s Se_ka_rta_ji, da_n A_priliya_ Surya_ningsih, 

“Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ Ke_pa_ilita_n E_konomi Sya_ria_h Pe_rspe_ktif Ibnu Rusyd A_l-Qurthubi Da_la_m 

Bida_ya_tul Mujta_hid Wa_ Niha_ya_tul Muqta_shid,” Jurna_l Ilmia_h E_konomi Isla_m Vol. 7, No. 3, 2021, 

hlm. 1400-1408, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 12:26 WIB. 
115 Fa_ra_hdinny Siswa_ja_nthy da_n A_bid, “Guga_ta_n Se_de_rha_na_ Da_la_m Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ 

E_konomi Sya_ria_h Di Indone_sia_,” Pa_la_r (Pa_kua_n La_w Re_vie_w) Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 147, dia_kse_s 

pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 13:44 WIB. 
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pemeriksaan perkara ditemukan adanya kesalahan prosedural, maka hal 

tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan keberatan. Dengan 

demikian, kecacatan prosedural dapat mempengaruhi dinamika penyelesaian 

perkara dalam mekanisme gugatan sederhana.116 

Peluang yang terlalu luas bagi para pihak untuk mengajukan keberatan 

dapat mengurangi efektivitas dari mekanisme gugatan sederhana itu sendiri. 

Padahal, salah satu tujuan utama pengaturan gugatan sederhana adalah untuk 

menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Apabila 

proses pemeriksaan perkara justru membuka ruang bagi terjadinya sengketa 

lanjutan melalui upaya hukum keberatan, maka tujuan tersebut menjadi sulit 

untuk tercapai. Kondisi ini dapat menyebabkan proses penyelesaian sengketa 

menjadi lebih panjang dari yang seharusnya. Pada akhirnya, efektivitas 

mekanisme gugatan sederhana dalam mewujudkan asas peradilan yang 

sederhana dan cepat bisa menjadi tidak optimal atau menurun. 

Dampak lainnya yang mungkin timbul adalah menurunnya tingkat 

kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Padahal, mekanisme 

gugatan sederhana pada dasarnya dibuat untuk memberikan kepastian hukum 

dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Namun apabila proses 

penyelesaian perkara mengandung kecacatan prosedural yang membuka 

ruang bagi upaya hukum keberatan, maka kepastian hukum tersebut menjadi 

tertunda. Para pihak harus menunggu proses pemeriksaan keberatan yang 

 
116 Mua_rrif E_l Ridho Sa_ra_gih da_n Ra_ma_dha_n Sya_hme_di Sire_ga_r, “Se_ngke_ta_ E_konomi 

Sya_ria_h,” Jurna_l Ilmia_h Ka_jia_n Multidisipline_r Vol. 8, No. 5, 2024, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, 

pukul 14:52 WIB. 
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dapat memperpanjang penyelesaian perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

ketepatan penerapan hukum acara sangat berpengaruh terhadap tercapainya 

kepastian hukum dalam mekanisme gugatan sederhana.117  

Selain memengaruhi kepastian hukum, kesalahan atau 

ketidaksesuaian dalam prosedur penyelesaian perkara juga bisa menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pada dasarnya, 

masyarakat berharap setiap proses di pengadilan berjalan secara profesional 

dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila dalam praktiknya 

ditemukan kesalahan prosedural dalam proses persidangan, maka hal tersebut 

dapat menimbulkan keraguan terhadap kualitas penyelenggaraan peradilan. 

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan. Karena itu, 

aparat peradilan perlu memastikan bahwa setiap tahapan persidangan 

dijalankan dengan teliti dan mengikuti prosedur yang berlaku. 

Agar permasalahan serupa tidak terulang di kemudian hari, perlu 

dilakukan sejumlah perbaikan dalam penerapan mekanisme gugatan 

sederhana di lingkungan peradilan agama. Salah satu upaya yang bisa 

dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman hakim 

dalam menangani perkara ekonomi syariah, mengingat jenis perkara ini 

memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari perkara perdata pada 

umumnya. Oleh karenanya, hakim yang menangani perkara tersebut harus 

 
117 Ma_uli Mustika_ Nur Sa_fitri, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h di Indone_sia_ Ja_lur 

Litiga_si da_n Non-Litiga_si,” A_l-Iqtisha_d: Jurna_l E_konomi Sya_ria_h Vol. 7, No. 01, 2025, hlm. 74–85, 

dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 15:17 WIB. 
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memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi 

syariah. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan 

khusus atau program sertifikasi di bidang ekonomi syariah. 

Selain peningkatan kompetensi hakim, upaya perbaikan juga perlu 

dilakukan terhadap aparat peradilan lainnya yang terlibat dalam proses 

administrasi perkara. Aparat peradilan seperti panitera, jurusita, dan staf 

pengadilan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses 

persidangan. Mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek administratif 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan, termasuk pencatatan 

berita acara sidang dan pemberitahuan putusan kepada para pihak. Kesalahan 

dalam aspek administratif dapat menimbulkan permasalahan hukum yang 

berdampak pada proses penyelesaian perkara.118 Karena itu, penguatan 

kemampuan sumber daya manusia di lingkungan peradilan sangat diperlukan 

agar pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana dapat berjalan secara efektif. 

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme gugatan 

sederhana. Tidak semua masyarakat memahami prosedur penyelesaian 

perkara melalui gugatan sederhana secara menyeluruh.119 Oleh karena itu, 

pengadilan perlu menyediakan informasi yang mudah dipahami mengenai 

alur penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. Informasi tersebut 

 
118 Norcholis, “Prinsip-Prinsip Sya_ria_h Da_la_m Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Di 

Pe_nga_dila_n A_ga_ma_,” Sya_rika_t: Jurna_l Rumpun E_konomi Sya_ria_h Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 22-29, 

dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 18:25 WIB. 
119 Ma_ula_na_ Ira_, “Ke_we_na_nga_n Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ E_konomi Sya_ria_h Pa_sca_ UU No. 3 

Ta_hun 2006 Te_nta_ng Pe_ra_dila_n A_ga_ma_,” Jurna_l Pe_ne_litia_n da_n Pe_ngka_jia_n Ilmia_h Sosia_l Buda_ya_ 

Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 265-277, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 19:48 WIB. 



 

 

109 

 

dapat disajikan dalam bentuk brosur, poster, atau infografis yang ditempatkan 

pada area pelayanan pengadilan. Dengan penyampaian informasi secara jelas, 

masyarakat akan lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka dalam 

proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. 

Informasi tentang tata cara pengajuan gugatan sederhana dapat 

disediakan di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di 

lingkungan pengadilan. PTSP merupakan bagian dari pengadilan yang 

berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan 

informasi atau layanan terkait perkara. Melalui penyediaan informasi yang 

jelas di area PTSP, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih 

baik mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam mengajukan gugatan 

sederhana.120 Hal ini juga dapat membantu mengurangi potensi kesalahan 

prosedural yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian perkara. Dengan 

demikian, ketersediaan informasi yang cukup dan jelas menjadi salah satu 

faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan mekanisme gugatan 

sederhana. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan mekanisme 

gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada 

Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr menimbulkan konsekuensi hukum 

yang berhubungan dengan tepat atau tidaknya penggunaan hukum acara yang 

berlaku. Permasalahan yang muncul dalam perkara tersebut menunjukkan 

 
120 Muha_mma_d Syukra_n da_n Ma_ria_ni, “Pe_nye_le_sa_ia_n Se_ngke_ta_ da_n Rua_ng Lingkup 

E_konomi Sya_ria_h,” Journa_l Of Inte_rna_tiona_l Multidisciplina_ry Re_se_a_rch Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 

170-178, dia_kse_s pa_da_ ta_ngga_l 10/02/2026, pukul 20:16 WIB. 
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adanya kecacatan prosedural dalam proses pemeriksaan perkara. Meskipun 

kekurangan tersebut tidak secara otomatis membuat putusan menjadi batal 

demi hukum, keadaan itu tetap memberikan peluang yang lebih besar bagi 

para pihak untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum. Hal ini pada 

akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas mekanisme gugatan sederhana 

dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan dalam praktik peradilan 

agar mekanisme gugatan sederhana dapat diterapkan secara lebih efektif dan 

benar-benar sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Permasalahan hukum yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah melalui prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sragen, 

sebagaimana Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. meliputi beberapa 

aspek fundamental, yaitu ketidaksesuaian antara praktik persidangan 

dengan ketentuan normatif gugatan sederhana, seperti masih 

digunakannya tahapan eksepsi dan kesimpulan, yang seharusnya tidak 

dikenal dalam prosedur gugatan sederhana. Selain itu, terdapat 

keterlambatan penyelesaian perkara yang melebihi 25 hari kerja, serta 

terdapatnya kesalahan administatif dalam pembuatan BAS oleh Panitera 

Sidang dan kekeliruan Jurusita dalam melakukan PBT Putusan terkait 

upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian penyelesaian 

perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr dapat dikatakan terdapat cacat 

prosedural.  

2. Akibat adanya cacat prosedural tidak langsung mengakibatkan putusan 

batal demi hukum. Namun alasan cacat prosedur tersebut dapat membuka 

celah lebar alasan untuk para pihak mengajukan upaya hukum. Kesalahan 

dalam memberikan informasi mengenai upaya hukum pada PBT 

(Pemberitahuan Putusan) dapat berakibat hilangnya hak hukum para 

pihak, karena jangka waktu antara banding dan keberatan berbeda secara 
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jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan belum diterapkan secara optimal. Keseluruhan 

permasalahan tersebut mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam 

penerapan hukum acara serta rendahnya pemahaman para pihak dan 

aparatur peradilan terhadap mekanisme gugatan sederhana dalam sengketa 

ekonomi syariah. Meskipun dalam putusan tersebut sebagian gugatan 

dikabulkan sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, 

namun secara keseluruhan permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa 

mekanisme gugatan sederhana belum sepenuhnya mampu memberikan 

kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa sebagaimana yang 

diharapkan. 

B. Saran 

1. Diperlukan peningkatan kemampuan dan keahlian aparat peradilan 

melalui pelatihan yang secara khusus menekankan hukum acara gugatan 

sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini penting 

agar terdapat keseragaman pemahaman dan konsistensi dalam penerapan 

prosedur, sehingga tidak lagi terjadi berbagai kesalahan penerapan hukum 

acara gugatan sederhana. 

2. Perlunya Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi 

hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi syariah, mengenai 

mekanisme gugatan sederhana. Edukasi ini tidak hanya mencakup 

prosedur beracara, tetapi juga teknik penyusunan gugatan yang benar agar 
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dapat menghindari cacat formil seperti obscuur libel dan error in persona 

yang selama ini menjadi faktor dominan gagalnya gugatan. 
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